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: 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 

143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh 

rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah 

diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah 

untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 

kemudian dapat dijadikan pedoman Perangkat Daerah 

dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat 

Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten 

Kebumen Tahun 2025; 

 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6914); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 



10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

36); 

 

 

 

 

 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 

2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 

20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 188); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

211); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

170); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

182); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

184); 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA 

KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN 
TAHUN 2025. 

Pasal 1 
 

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen 

Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana 

Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025. 

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana 

dimaksud pada   ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
 

Pasal 2 
 

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan 

mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah. 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kebumen. 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal  11 Juli 2024     

BUPATI KEBUMEN, 

ttd. 

ARIF SUGIYANTO 
 

Diundangkan di Kebumen 

pada tanggal 11 Juli 2024   
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KEBUMEN, 

ttd. 

EDI RIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 40 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH  KABUPATEN KEBUMEN, 

ttd. 

AKHMAD HARUN, S.H. 

Pembina Tk. I 

NIP 19690809 199803 1 006 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

 
Terbentuknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kebumen didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini memiliki tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan 
kebudayaan. Untuk mencapai pemerintahan yang baik dalam 
mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan daerah, 
setiap tahun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana kinerja dan 
pelaksanaan pengukuran kinerja untuk satu tahun ke depan. 

 
Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kebumen Tahun 2025 merupakan langkah awal dalam pengukuran 
kinerja dinas pada tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan sistem 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang saat ini dijadikan 
salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan kerja ini 
merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan 
berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi, sehingga 
diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan pariwisata dan 
kebudayaan Kabupaten Kebumen untuk satu tahun ke depan.Proses 
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah 
  Anggota tim adalah pejabat dan staf yang benar-benar siap dalam 

hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara 
penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah. 

b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah 
  Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait 

teknis penyusunan Renja, hubungan Renja Perangkat Daerah 
dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek 
regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran 
daerah. 

c. Penyusunan Agenda Kerja 
  Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan 

penyusunan dokumen Renja sampai dengan penetapan Renja 
Perangkat Daerah. 
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d. Pengumpulan Data dan Informasi 
Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah 
sebagai berikut : 
1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi 

penyusunan Renja dan disajikan dalam bentuk matrik (check 
list) untuk memudahkan analisis 

2) Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai 
dengan kebutuhan analisis. 

 
 Dengan diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap daerah diwajibkan 
untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, 
terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan. 
Tahapan perencanaan mencakup perencanaan jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan. Setiap daerah, baik kabupaten maupun 
kota, harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 
 
 Sejalan dengan pembuatan RKPD, Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 
2004 juga mengharuskan setiap Perangkat Daerah untuk membuat 
dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja ini 
disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada 
RKPD. RKPD sendiri menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS). 
 
 Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Kebumen Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan 
tahunan. Penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan seluruh 
aspirasi pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan dan 
kebudayaan Kabupaten Kebumen, melalui pelaksanaan Musrenbang 
tahunan yang diadakan secara berjenjang untuk menjamin 
keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. 
 
 Dalam rangka memenuhi amanat tersebut, Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Kebumen sebagai Perangkat Daerah pada 
tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Renja Perangkat 
Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan dengan 
jangka waktu satu tahun, yang bertujuan untuk mengoperasionalkan 
RKPD. Dokumen ini juga diharapkan dapat mempertahankan dan 
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah 
dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 
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Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Kebumen tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan 
yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati 
Kebumen, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2021 – 2026, 
mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021 – 
2026. Dan tema pembangunan Kabupaten Kebumen  tahun 2024 
yaitu ” Peningkatan sector pertanian, industri dan jasa melalui 
pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya 
manusia” dengan 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2025, yaitu: 
a. Mewujudkan Sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, 

berdaya saning, serta berkemajuan melalui Pendidikan yang 
berkualitas. 

b. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis 
agroindustri 

c. Meningkatkan daya saing derah melalui pengembangan potensi 
pariwisata dan kearifan local 

d. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan 

e. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya Alam dengan 
Mempertimbangkan kelestarian Lingkungan. 

 
  Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Kebumen Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dan rujukan untuk 
menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Kebumen. Prioritas pembangunan kepariwisataan dan 
kebudayaan difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran 
pembangunan, dengan tetap memperhatikan program dan kebijakan 
pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. 
 
  Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari 
sistem perencanaan pembangunan nasional. Tujuannya adalah agar 
perencanaan pembangunan daerah tetap konsisten, sejalan, dan 
selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejalan dengan itu, 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 
mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi, sehingga 
diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari 
tingkat pusat hingga daerah. 
 
  Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama 
dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan 
kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang 
dengan rencana pembangunan daerah, serta mempertimbangkan 
kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika 
perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan juga 
harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten 
Kebumen, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, 
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dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dalam 
menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh. 
 
  Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Kebumen adalah bagian dari sistem perencanaan 
pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. 
Dokumen ini menggambarkan permasalahan pembangunan daerah 
serta daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
tahun 2025 oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Kebumen. Tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan 
pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan 
baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD 
Kab.), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD 
Prov.), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
 
  Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun berdasarkan rancangan 
awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025. 
Dokumen ini dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan 
tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Kebumen pada Tahun 2025. 
 

B. LANDASAN HUKUM 
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja 
Disparbud tahun 2024 antara lain : 

 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42);  

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014  tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
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15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor  3 Tahun  2020 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170) ; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor  4 Tahun  2021 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182) ; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor  7 Tahun  2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 
2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 96); 

23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2024 Tentang 
Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten 
Kebumen Tahun 2025; 
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C. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud 
 Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini adalah untuk: 
a. Sebagai acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 

2025; 
b. Sebagai alat ukur penetapan kinerja/kegiatan dan evaluasi 

kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2025. 

2.  Tujuan 

 Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Tahun 2025 adalah: 
a. Merumuskan perencanaan Program Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kebumen yang terarah dan terukur; 
b. Menjamin keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 
c. Tercapainya sasaran yang telah di tetapkan sesuai dengan 

Rencana Strategis (Renstra) yang telah di tetapkan; 
d. Untuk menetapkan kebijakan serta program dan kegiatan 

tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Kebumen dalam waktu kurun 1 (satu) tahun; 

e. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Kepala Dinas 
selanjutnya. 

 
D. SISTEMATIKA PENULISAN 

Renja Disparbud tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai 
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengesahan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025, sebagai 
berikut : 

 
BAB I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja 
Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat 
Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan 
dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja 
K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak 
lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD. 

B. LANDASAN HUKUM 
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan 
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan 
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan 
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 
Perangkat Daerah. 
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C. MAKSUD DAN TUJUAN 
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 
penyusunan Renja Perangkat Daerah. 

D. SISTEMATIKA PENULISAN 
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja 
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 
 

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT 
DAERAH 

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 
tahun lalu (Tahun 2023) berdasarkan data 
LKPJ/LPPD/LKjIP 

2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu 
pada APBD tahun berjalan (tahun 2024). 

3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra 
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan 
kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-
tahun sebelumnya. 

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar 

Pelayanan Minimal, dan/atau Indikator Kinerja Kunci 
(diambil dari Indikator Kinerja Utaman Daerah dan 
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah) 

2. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh Perangkat 
Daerah (opsional bagi Perangkat Daerah yang memiliki 
kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi 
RKPD Tahun 2025). 

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI  
PERANGKAT DAERAH 
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat 

Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan 
Perangkat Daerah; 

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala 
daerah, terhadap capaian program 
nasional/internasional, seperti Standar Pelayanan 
Minimal dan SDGs; 

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan 
Perangkat Daerah; dan 

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan 
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam 
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang 
direncanakan. 
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D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 
1. Perbandingan antara rancangan awal Renja Perangkat 

Daerah dengan hasil analisis kebutuhan (penetapan 
RKPD) 

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 
dan 

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan 
catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan 
awal Renja Perangkat Daerah, misalnya: terdapat 
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat 
di rancangan awal Renja Perangkat Daerah, atau 
program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. 
 

E.,PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN  KEGIATAN 
MASYARAKAT 
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara 
lain: 
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan 

program/kegiatan usulan pemangku kepentingan 
tersebut diperoleh; 

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan 
dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok 
dan fungsi Perangkat Daerah. 

 
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana 
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah 
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang 
terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan 
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target 
kinerja Renstra Perangkat Daerah. 

C. PROGRAM DAN KEGIATAN 
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi 
bahan petimbangan terhadap rumusan program dan 
kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program 
dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan 
kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik 
jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi 
keduanya 

 
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
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BAB V.  PENUTUP 
Berisikan uraian penutup di antaranya:  
1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik 

dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan 
anggaran 

2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan 
3. Rencana Tindak Lanjut  

 
LAMPIRAN  
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BAB II 
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN LALU 
 
 

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN 
KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN LALU DAN CAPAIAN 
RENSTRA. 

 
1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 

(Tahun 2023) 
Berikut adalah Indikator sasaran yang harus dicapai Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen : 
a. Indikator Capaian Pariwisata 

Dengan Sasaran Meningkatnya kontribusi pendapatan Pariwisata 
Terhadap PAD dengan Indikator Kinerja Kontribusi Pendapatan 
Pariwisata terhadap PAD (%), Adapun rumus perhitungannya 
Jumlah pendapatan pariwisata dibagi Jumlah PAD, dikali 100%.  

b. Indikator Capain Kebudayaan 
Meningkatnya pembangunan kebudayaan diukur dengan indikator 
kinerja Persentase budaya yang dilestarikan. Realisasi dan capaian 
indikator kinerja Persentase budaya yang dilestarikan, dengan 
(persentase kesenian yang dikembangkan + persentase benda, 
situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan) : 2 

 
Tabel 2.1 

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Kebumen Tahun 2023 

 

No Indikator Sasaran Sat 
Realisasi 

Tahun 
2022 

Tahun 2023 
T.Akhir 
RPJMD % 

Capaiantrhdp 
Target Akhir 

RPJMD Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

2026 

1 

Kontribusi 
Pendapatan 
Pariwisata 
terhadap PAD  

% 1,10 1,91 1,31 68,59 2,24 58,48 

2 
Persentase 
budaya yang 
dilestarikan 

% 34,89 29,82 60,30 202,21 43,05 140,10 
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2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada 
APBD tahun berjalan (2024) 

 
Tabel 2.2 

Perkiraan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 

 

No 
Indikator 
Sasaran 

Sat 
Realisas
i Tahun 

2022 

 
Realisas
i Tahun 

2023 

Tahun 2024* 
T.Akhir 
RPJMD 

% 
Capaiantrh
dp Target 

Akhir 
RPJMD Target Realisasi 

Capaia
n 

Kinerja 
2026 

1 

Kontribusi 
Pendapat
an 
Pariwisat
a 
terhadap 
PAD  

% 1,10 1,31 2,03 1,04 51,32 2,24 58,48 

2 

Persentas
e budaya 
yang 
dilestarika
n 

% 34,89 60,30 34,05 24,51 71,98 43,05 140,10 

*capaian sd. Tw. II 
 

3. Pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi 
program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-
tahun sebelumnya 
 

Berdasarkan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tidak dapat 
dipisahkan dari analisis evaluasi pencapaian kinerja tahun 
sebelumnya. Evaluasi ini merupakan bagian integral dan tidak 
dapat dipisahkan, mengingat rantai kebersinambungan 
(sustainability chain) RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-
2026 tidak akan terbentuk tanpa komponen tersebut. Oleh karena 
itu, evaluasi pencapaian kinerja ini ditampilkan dalam bentuk Tabel 
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 seperti berikut: 
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 Tabel. 2.3  
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 

 
KODE 

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN 
TARGET REALISASI 

pro / keg / sub (Rp) (Rp) (%) 

          

2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.139.238.000 3.896.224.927 94,13 

2.22.02.2.01 
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 

125.977.000 122.745.669 97,44 

2.22.02.2.01.01 
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Kebudayaan 

81.867.000 80.100.127 97,84 

2.22.02.2.01.02 
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan 
Pranata Kebudayaan 

44.110.000 42.645.542 96,68 

2.22.02.2.02 
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat 
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

4.013.261.000 3.773.479.258 94,03 

2.22.02.2.02.01 
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi Budaya 

3.489.786.000 3.251.839.258 93,18 

2.22.02.2.02.02 
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan 
Pranata Tradisional 

523.475.000 521.640.000 99,65 

2.22.05 
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR 
BUDAYA 

20.169.774.000 19.704.577.373 97,69 

2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 20.169.774.000 19.704.577.373 97,69 

2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 87.456.000 83.693.950 95,7 

2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 20.082.318.000 19.620.883.423 97,7 

3.26.01 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

6.836.327.773 6.522.217.273 95,41 

3.26.01.2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

62.108.000 54.944.830 88,47 

3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.108.000 40.087.715 85,1 

3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 14.857.115 99,05 

3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.479.424.773 5.213.574.010 95,15 

3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.447.424.773 5.183.326.847 95,15 

3.26.01.2.02.03 
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

32.000.000 30.247.163 94,52 

3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 522.753.000 511.018.525 97,76 

3.26.01.2.05.09 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

30.000.000 29.510.000 98,37 

3.26.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 492.753.000 481.508.525 97,72 

3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.900.000 196.283.750 99,18 

3.26.01.2.06.01 
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

30.400.000 30.290.000 99,64 

3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.000.000 32.981.500 99,94 

3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.000.000 41.999.000 100 

3.26.01.2.06.06 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 

3.500.000 3.355.000 95,86 

3.26.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 24.857.550 99,43 

3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.000.000 62.800.700 98,13 

3.26.01.2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

105.000.000 103.235.000 98,32 

3.26.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 15.000.000 14.680.000 97,87 

3.26.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000 88.555.000 98,39 

3.26.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

273.500.000 250.598.662 91,63 

3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 1.987.500 99,38 

3.26.01.2.08.02 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik 

256.500.000 233.701.562 91,11 

3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000 14.909.600 99,4 

3.26.01.2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

195.642.000 192.562.496 98,43 

3.26.01.2.09.02 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

112.210.000 109.427.346 97,52 

3.26.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 4.300.000 4.300.000 100 

3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.500.000 18.433.000 99,64 

3.26.01.2.09.09 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

60.632.000 60.402.150 99,62 

3.26.02 
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

3.100.585.000 3.011.941.094 97,14 

3.26.02.2.02 
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

203.683.000 202.133.000 99,24 
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3.26.02.2.02.06 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan 
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 

203.683.000 202.133.000 99,24 

3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2.821.902.000 2.739.206.265 97,07 

3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 95.000.000 79.111.607 83,28 
  

3.26.02.2.03.04 
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

343.554.000 341.244.300 99,33  

3.26.02.2.03.06 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

2.383.348.000 2.318.850.358 97,29  

3.26.02.2.04 
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah 
Kabupaten/Kota 

75.000.000 70.601.829 94,14  

3.26.02.2.04.01 
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

30.000.000 27.604.729 92,02  

3.26.02.2.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 45.000.000 42.997.100 95,55  
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.390.924.000 2.320.188.566 97,04  

3.26.03.2.01 
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya 
Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

2.390.924.000 2.320.188.566 97,04  

3.26.03.2.01.02 
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam 
dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 

2.390.924.000 2.320.188.566 97,04  

3.26.05 
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

60.000.000 59.515.950 99,19  

3.26.05.2.01 
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 

60.000.000 59.515.950 99,19  

3.26.05.2.01.01 
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 

60.000.000 59.515.950 99,19  

JUMLAH 36.696.848.773 35.514.665.183 96,78  

 
Dari tabel diatas realiasasi anggaran s.d 31 Desember 2023 dapat 

disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan 6 (enam) program , 15 (lima 
belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) subkegiatan sebesar Rp. 
36.696.848.773,- dapat terserap Rp. 35.514.665.183,- atau 96,78%. 

 
Secara keseluruhan program dan kegiatan dapat dilaksanakan 

dengan baik. Peningkatan kemudahan, kualitas, dan kuantits 
pelayanan umum kepada pengunjung di obyek wisata. Peningkatan 
pengawasan terkait pendapatan di obyek wisata. Optimalisasi 
pengembangan Kerjasama pemerintah daerah dengan stakeholder. 
Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia 
aparatur terus di tingkatkan 

Dan berikut capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja 
Disparbud tahun 2022, dan realisasi Renstra Disparbud s.d Tahun 
2023 disajikan dalam Tabel 2.4 / Tabel T-C. 29 sebagai berikut : 
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Tabel 2.4 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan 

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kebumen 
 
       Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 

 

No 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Program/ Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (outcomes)/ 

Kegiatan (output) 

Target 
Renstra 

SKPD pada 
Tahun 
2026 
(Akhir 
Periode 
Renstra 
SKPD) 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 
tahun 2021 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d 
tahun 
2022 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target 

program dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

2024) 

 Perkiraan Realisasi Capaian Target 
Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 

Berjalan   

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
2023 

Realisasi  Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
2023 

Tingkat 
Realisasi 

% 

Realisas capaian 
Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
2024 

Tingkat capaian 
Realisasi Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10 11=(5+6+8+10) 12=(11/4) 

                        

1 

URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

                    

2 
URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KEBUDAYAAN 

Persentase Budaya 
yang Dilestarikan 

43,04 20,82 34,89 29,82 60,30 202,21% 34,05 150,06 348,65% 

3 
PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KEBUDAYAAN 

Persentase Kesenian 
yang Dikembangkan 

53,13 70 42,86 34,38 44,44 129,26% 40,63 197,93 372,54% 

4 

Pengelolaan Kebudayaan 
yang Masyarakat Pelakunya 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase Kegiatan 
Pengembangan 
Kebudayaan 
Kebumen 

65 70 33,33 39 44,57 114,28% 52 199,90 307,54% 

5 

Pelestarian Kesenian 
Tradisional yang 
Masyarakat Pelakunya 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
Kegiatan 
Pelestarian 
Kesenian 
Tradisional 

100 18 100 100 100 100,00% 100 318,00 318,00% 
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No 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Program/ Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (outcome)/ 

Kegiatan(output) 

Target 
Renstra 

SKPD pada 
Tahun 
2026 
(Akhir 
Periode 
Renstra 
SKPD) 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 
tahun 2021 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d tahun 
2022 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 
Tahun Lalu (2023) Target 

program dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2024) 

 Perkiraan Realisasi Capaian Target 
Renstra Perangkat Daerah s.d 

Tahun Berjalan   

Target Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Realisasi  Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
2023 

Tingkat 
Realisasi % 

Realisas 
capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
2024 

Tingkat capaian 
Realisasi Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10 11=(5+6+8+10) 12=(11/4) 

                        

6 
PROGRAM PELESTARIAN 
DAN PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA 

Persentase Benda, 
Situs dan Kawasan 
Cagar Budaya yang 
Dilestarikan 

32,97 3 26,92 25,27 76,15 301,35% 27,47 133,54 405,03% 

7 
Pengelolaan Cagar Budaya 
Peringkat Kabupaten/Kota 

Persentase Cagar 
Budaya yang 
Dilestarikan 

39 2 26,92 25 60,30 241,20% 29 118,22 303,13% 

8 
URUSAN PEMERINTAHAN 
PILIHAN 

                    

9 
URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PARIWISATA 

Kontribusi 
pendapatan 
pariwisata terhadap 
PAD (persen) 

2,24 0,77 1,1 1,91 1,31 68,59% 2,03 5,21 232,59% 

10 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Cakupan Pelayanan 
Penunjangan Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100 100 100 100 100 100,00% 100 400,00 400,00% 
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No 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/ Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (outcome)/ 

Kegiatan(output) 

Target 
Renstra 

SKPD pada 
Tahun 2026 

(Akhir 
Periode 
Renstra 
SKPD) 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d 
tahun 
2021 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
Kegiatan s/d 
tahun 2022 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu (2023) 

Target 
program 

dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024) 

 Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 

Daerah s.d Tahun Berjalan   

Target Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Realisasi  
Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

2023 

Tingkat 
Realisasi 

% 

Realisas 
capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
2024 

Tingkat 
capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10 11=(5+6+8+10) 12=(11/4) 

                        

11 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 
yang tersusun 

30 4 6 6 6 100,00% 6 22,00 73,33% 

12 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah bulan 
administrasi 
keuangan perangkat 
daerah 

60 12 12 12 12 100,00% 12 48,00 80,00% 

13 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah kegiatan 
diklat dalam 1 tahun 

1 0 1 1 1 100,00% 1 3,00 300,00% 

14 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah bulan 
penyediaan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

60 72 12 12 12 100,00% 12 108,00 180,00% 

15 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah unit 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

203 25 9 40 40 100,00% 42 116,00 57,14% 

16 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah bulan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

60 36 12 12 12 100,00% 12 72,00 120,00% 
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No 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/ Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (outcome)/ 

Kegiatan(output) 

Target 
Renstra 

SKPD pada 
Tahun 2026 

(Akhir 
Periode 
Renstra 
SKPD) 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d tahun 
2021 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d tahun 
2022 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu (2023) 

Target 
program 

dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024) 

 Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 

Daerah s.d Tahun Berjalan   

Target Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 2023 

Realisasi  
Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

2023 

Tingkat 
Realisasi 

% 

Realisas 
capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
2024 

Tingkat 
capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10 11=(5+6+8+10) 12=(11/4) 

                        

17 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah unit 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

273 48 51 54 54 100,00% 56 209,00 76,56% 

18 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
DAYA TARIK 
DESTINASI 
PARIWISATA 

Persentase 
Penyediaan Sarana 
Prasarana Pariwisata 

90,26 9 82,77 84,64 88,72 104,82% 86,52 267,01 295,82% 

19 

Pengelolaan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Kegiatan 
Pengelolaan Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

1 4 1 1 1 100,00% 1 7,00 700,00% 

20 

Pengelolaan 
Destinasi 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Jumlah sarana 
prasarana  destinasi 
pariwisata yang 
dikelola 

45 9 9 9 9 100,00% 9 36,00 80,00% 

21 

Penetapan Tanda 
Daftar Usaha 
Pariwisata Daerah 
Kabupaten/Kota 

Presentase 
Rekomendasi Jumlah 
TDUP yang 
diterbitkan terhadap 
TDUP yg diajukan 

100 5 100 100 100 100,00% 100 305,00 305,00% 

22 
PROGRAM 
PEMASARAN 
PARIWISATA 

Persentase 
Peningkatan 
Kunjungan 
Wisatawan 

35 13,18 67,94 20 32,47 162,35% 25 138,59 395,97% 
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No 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan Daerah 
dan Program/ 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Program 

(outcome)/ 
Kegiatan(output) 

Target 
Renstra 

SKPD pada 
Tahun 2026 

(Akhir 
Periode 
Renstra 
SKPD) 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
Kegiatan s/d 
tahun 2021 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
Kegiatan s/d 
tahun 2022 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu (2023) 

Target 
program 

dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024) 

 Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
Perangkat Daerah s.d 

Tahun Berjalan   

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2023 

Realisasi  
Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

2023 

Tingkat 
Realisasi 

% 

Realisas 
capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
2024 

Tingkat 
capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10 11=(5+6+8+10) 12=(11/4) 

                        

23 

Pemasaran 
Pariwisata Dalam dan 
Luar Negeri Daya 
Tarik, Destinasi dan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
kunjungan 
wisatawan 
mancanegara 
dan Nusantara 

7.000.965 966.941 1.623.865 1.300.160 2.151.109 165,45% 1.400.200 
                

6.142.115  
87,73% 

24 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

Persentase 
pelaku ekonomi 
kreatif yang 
terfasilitasi 
untuk 
pengembangan 
kompetensi 
tingkat dasar 

20 1 20 20 25 125,00% 20 66,00 330,00% 

25 

Pelaksanaan 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Manusia 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
Tingkat Dasar 

Jumlah 
Kegiatan 
Pelaksanaan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Manusia 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
Tingkat Dasar 

5 1 1 1 1 100,00% 1 4,00 80,00% 
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B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN 
KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN 
 
      Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 
Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah, bahwa sebelumnya Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga dan Pariwisata berubah menjadi Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Kebumen, dan tugas DISPARBUD atau Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan tipe B, membantu Bupati dalam 
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 
pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah. 
1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan 

Minimal, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari Indikator 
Kinerja Utaman Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat 
Daerah) 
Berikut  Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 
2026  yakni : 
1.1. Kebudayaan : 

- Persentase budaya yang dilestarikan 
- Persentase Kesenian yang Dikembangkan 
- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang 

dilestarikan 
1.2. Pariwisata : 

- Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD (%) 
- Jumlah kunjungan wisatawan (orang) 
- Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata 
- Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan 
- Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk 

pengembangan kompetensi tingkat dasar 
- Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan 

Daerah 
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja 

Utama Perangkat Daerah 
Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen menunjukkan kemajuan 
yang baik dalam pengembangan sektor pariwisata dan 
kebudayaan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, 
pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas SDM, 
pelestarian budaya lokal, dan peningkatan kontribusi terhadap 
perekonomian daerah merupakan hasil nyata dari komitmen dan 
kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan ini 
diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan 
pariwisata dan kebudayaan yang berkelanjutan di masa depan. 
Berikut realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas pada tabel 
2.5 / Tabel T-C.30 
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Tabel 2.5/ Tabel T-C.30 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kebumen 
 

 

No. Indikator 
SPM/ 

Standar 
Nasional 

IKK 

Target Renstra  Realisasi Capaian Proyeksi  
Catatan 
Analisis Tahun n-2 

2022 
Tahun n-1 

2023 
Tahun n 

2024 
Tahun n+1 

2025 
Tahun n-2 

2022 
Tahun n-1 

2023 
Tahun n 

2024 
Tahun 
2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Meningkatnya 
pelestarian 
budaya 

  Persentase budaya yang dilestarikan 
(%) 

25,05 29,82 34,05 38,82 34,89 60,30  34,05 38,82 IKU Daerah 

2     Persentase Kesenian yg 
dikembangkan (%) 

28,13 34,38 40,63 46,88 42,86 44,44  40,63 46,88 IKU OPD  

3     Persentase Benda, Situs dan kawasan 
cagar budaya yg dilestarikan. 

21,98 25,27 34,05 30,77 26,92  76,15 34,05 30,77 IKU OPD  

5 Meningkatnya 
kegiatan 
ekonomi 
sektor tersier 

  Kontribusi pendapatan pariwisata 
terhadap PAD (%) 

1,9 1,91 2,03 2,11 1,10 1,91  2,03 2,11 IKU Daerah 

4 Meningkatnya 
kunjungan 
wisatawan 

  Jumlah kunjungan wisatawan (orang) 1.200.130 1.300.160 1.400.200 1.500.225 1.623.865 2.151.109  1.400.200 1.500.225 IKU OPD  

6     Cakupan Pelayanan penunjangan 
urusan Pemerintah Daerah(%) 

100 100 100 100 100 100  100 100 IKU OPD  

7     Persentase Penyediaan Sarana 
Prasarana Pariwisata (%) 

82,77 84,64 86,52 88,39 82,77 88,72  86,52 88,39 IKU OPD  

8     Persentase Peningkatan Kunjungan 
Wisatawan (%) 

19 20 25 33 67,94 32,47  25 33 IKU OPD  

9     Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif 
yang dibina (%) 

20 20 20 20 20  20 20 20 IKU OPD  
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C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN 
1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang 

terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah 
Dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata dan kebudayaan, 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen memiliki 
peran strategis dalam mengelola potensi alam, budaya, serta 
pelestarian warisan budaya lokal. Namun, kinerja pelayanan 
perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
masih dihadapkan pada sejumlah tantangan kritis yang perlu 
segera diatasi agar pelayanan kepada masyarakat dan 
pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan lebih efektif. 
 
a. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 
telah berupaya memberikan pelayanan yang optimal 
melalui berbagai program dan kegiatan. Upaya ini 
mencakup promosi destinasi wisata, pengembangan 
budaya lokal, serta penyelenggaraan berbagai acara yang 
bertujuan untuk menarik wisatawan. Namun, kinerja 
pelayanan masih perlu ditingkatkan agar lebih efisien dan 
berdampak luas. 

- Pelayanan Pengelolaan Destinasi Wisata Tingkat kinerja 
dalam pengelolaan destinasi wisata dapat dilihat dari 
kondisi fasilitas wisata dan aksesibilitas menuju destinasi. 
Meskipun beberapa destinasi telah mendapatkan 
perhatian dalam hal infrastruktur, beberapa lainnya masih 
memerlukan peningkatan, terutama dalam hal fasilitas 
dasar seperti jalan menuju lokasi wisata, tempat parkir, 
fasilitas sanitasi, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini 
berpengaruh terhadap pengalaman pengunjung dan 
berpotensi menurunkan daya tarik destinasi. 

- Kinerja Promosi Pariwisata Dalam era digital, promosi 
pariwisata yang efektif menjadi faktor kunci dalam 
menarik wisatawan. Kinerja perangkat daerah dalam hal 
promosi telah mencakup penyelenggaraan berbagai event 
budaya dan festival. Namun, secara keseluruhan, promosi 
dan branding pariwisata Kebumen masih belum maksimal. 
Perangkat daerah perlu meningkatkan inovasi dalam 
memanfaatkan media sosial, website, dan bekerja sama 
dengan pihak ketiga untuk memperluas jangkauan 
promosi. 

- Pelayanan Terkait Pelestarian Kebudayaan Dalam hal 
pelestarian budaya lokal, Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan telah melaksanakan berbagai program 
edukasi dan pelatihan bagi masyarakat untuk menjaga 
warisan budaya. Meski demikian, partisipasi generasi 
muda dalam kegiatan budaya masih minim, dan 
diperlukan pendekatan yang lebih kreatif agar pelestarian 
budaya dapat berkelanjutan dan diterima oleh generasi 
milenial. 
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b.  Hal-Hal Kritis yang Perlu Diperhatikan 
- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Salah satu hal 

kritis yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan 
adalah kualitas SDM di lingkungan Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan. Kurangnya pelatihan dan pengembangan 
kompetensi khusus di bidang pariwisata dan kebudayaan 
menyebabkan pelayanan belum optimal, terutama dalam 
hal inovasi pengelolaan destinasi wisata dan pemahaman 
terhadap perkembangan pariwisata modern. Peningkatan 
kualitas SDM melalui program pelatihan, sertifikasi, dan 
peningkatan kompetensi manajerial sangat diperlukan. 

- Infrastruktur Destinasi Keterbatasan infrastruktur, 
terutama akses jalan yang kurang memadai dan fasilitas 
yang belum sesuai standar, menjadi hambatan dalam 
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Keadaan ini 
membuat wisatawan enggan untuk kembali atau 
merekomendasikan Kebumen sebagai destinasi wisata. 
Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dengan dinas 
terkait untuk memperbaiki infrastruktur dan memastikan 
fasilitas di destinasi wisata memadai. 

- Sinergi Antar Perangkat Daerah Tantangan lain yang kritis 
adalah rendahnya sinergi antar perangkat daerah terkait, 
seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan 
sektor-sektor lain yang mendukung pengembangan 
pariwisata dan kebudayaan. Kolaborasi yang kurang baik 
dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program. 
Pembentukan forum lintas sektor menjadi penting untuk 
menyatukan visi dan mempercepat pengambilan 
keputusan yang berkaitan dengan pembangunan 
pariwisata. 

- Promosi dan Branding Promosi pariwisata yang kurang 
maksimal dan belum terintegrasi menyebabkan potensi 
pariwisata Kebumen belum dikenal luas. Kurangnya 
penggunaan strategi digital marketing dan minimnya 
kerjasama dengan sektor swasta menjadi hal yang perlu 
diperbaiki. Perangkat daerah perlu meningkatkan inovasi 
dalam strategi promosi, baik melalui media digital maupun 
offline, serta mengembangkan branding yang kuat dan 
konsisten untuk menarik wisatawan. 

- Pelestarian Budaya Lokal Modernisasi menjadi salah satu 
ancaman bagi kelestarian budaya lokal. Jika tidak 
ditangani dengan baik, warisan budaya Kebumen dapat 
tergerus oleh perubahan zaman. Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan perlu meningkatkan program-program 
pelestarian, terutama dengan melibatkan lebih banyak 
generasi muda dan memanfaatkan teknologi untuk 
melestarikan budaya. 

- Partisipasi Masyarakat Keterlibatan masyarakat lokal 
dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan juga 
masih rendah. Padahal, partisipasi aktif masyarakat 
sangat penting untuk menciptakan destinasi wisata yang 
berkelanjutan dan memberdayakan ekonomi lokal. 
Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan dan 
dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan 
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menengah (UMKM) berbasis pariwisata menjadi langkah 
penting yang harus ditempuh. 

 
2. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam 

Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 
 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terkait dengan 
pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan, Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen menghadapi 
berbagai permasalahan dan hambatan. Kendala ini 
mempengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta 
kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan potensi 
wisata dan budaya lokal. Berikut adalah permasalahan dan 
hambatan utama yang dihadapi oleh dinas tersebut: 
 
a.  Keterbatasan Anggaran 

Permasalahan: Salah satu hambatan utama yang dihadapi 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 
adalah keterbatasan anggaran. Dana yang dialokasikan 
untuk pengelolaan pariwisata dan pelestarian kebudayaan 
sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 
pembangunan infrastruktur, pemeliharaan destinasi, dan 
pelaksanaan program-program promosi pariwisata. 
Dampak: Akibatnya, banyak destinasi wisata yang 
mengalami penurunan kualitas fasilitas karena minimnya 
pemeliharaan, dan program pelestarian budaya tidak dapat 
dilaksanakan secara optimal. Keterbatasan ini juga 
berdampak pada kurangnya inovasi dalam mengembangkan 
potensi wisata baru. 

b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
Permasalahan: Keterbatasan kualitas SDM menjadi 
hambatan lain dalam menjalankan tugas dinas, terutama 
dalam hal kompetensi di bidang manajemen pariwisata, 
kebudayaan, serta pemasaran digital. Banyak staf yang 
belum memiliki keahlian khusus dalam mengelola destinasi 
wisata modern atau menjalankan promosi yang efektif 
menggunakan teknologi digital. 
Dampak: Rendahnya kompetensi SDM menyebabkan 
pelayanan kepada wisatawan kurang optimal, inovasi dalam 
pengelolaan wisata terbatas, dan pengembangan program 
pelestarian budaya lokal tidak mencapai hasil yang 
diharapkan. 

c. Kurangnya Infrastruktur Pendukung Pariwisata 
Permasalahan: Infrastruktur yang tidak memadai menjadi 
salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan 
pariwisata di Kabupaten Kebumen. Akses jalan menuju 
lokasi wisata, sarana transportasi, serta fasilitas umum 
seperti sanitasi, parkir, dan pusat informasi wisata masih 
perlu ditingkatkan. 
Dampak: Keterbatasan infrastruktur menyebabkan 
wisatawan enggan untuk berkunjung atau kembali ke 
destinasi tersebut. Hal ini berdampak langsung pada jumlah 
kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah dari sektor 
pariwisata. 
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d. Kurangnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah 
Permasalahan: Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, 
seperti antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan 
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan dinas 
terkait lainnya seringkali menghambat kelancaran 
pelaksanaan program pengembangan pariwisata. 
Dampak: Kurangnya sinergi lintas sektor ini menyebabkan 
program-program pengembangan pariwisata tidak berjalan 
maksimal. Sebagai contoh, perbaikan akses jalan menuju 
destinasi wisata sering tertunda karena tidak adanya 
koordinasi yang baik dengan dinas terkait. 

e. Promosi Pariwisata yang Belum Optimal 
Permasalahan: Meskipun Kabupaten Kebumen memiliki 
banyak potensi wisata alam dan budaya, promosi wisata yang 
dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih 
belum optimal. Minimnya pemanfaatan teknologi digital serta 
kurangnya strategi pemasaran yang tepat membuat destinasi 
wisata di Kebumen kurang dikenal luas, baik di tingkat 
nasional maupun internasional. 
Dampak: Promosi yang kurang maksimal mengakibatkan 
rendahnya jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu, destinasi 
wisata unggulan di Kebumen belum sepenuhnya dikenal oleh 
masyarakat luas, sehingga potensi wisata belum tergali secara 
optimal. 

f. Minimnya Partisipasi Masyarakat Lokal 
Permasalahan: Keterlibatan masyarakat lokal dalam 
pengembangan sektor pariwisata masih rendah. Banyak 
masyarakat yang belum melihat peluang ekonomi dari sektor 
pariwisata dan kebudayaan. Kurangnya pelatihan dan 
pemberdayaan masyarakat dalam mengelola wisata lokal juga 
menjadi hambatan utama. 
Dampak: Minimnya partisipasi masyarakat berdampak pada 
rendahnya inisiatif lokal untuk mengelola destinasi wisata. 
Hal ini menyebabkan potensi ekonomi dari sektor pariwisata 
belum dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat. 

g. Pelestarian Budaya yang Terancam Modernisasi 
Permasalahan: Modernisasi dan perubahan sosial telah 
mempengaruhi minat generasi muda terhadap pelestarian 
budaya lokal. Kebudayaan tradisional semakin terpinggirkan 
oleh perkembangan gaya hidup modern, dan banyak warisan 
budaya yang mulai dilupakan oleh masyarakat. 
Dampak: Jika tidak ada upaya serius untuk melestarikan 
budaya lokal, identitas budaya Kebumen akan tergerus, yang 
pada akhirnya mengurangi daya tarik wisata budaya. 
Minimnya perhatian terhadap pelestarian budaya juga 
mengancam keberlanjutan tradisi-tradisi lokal. 
 

3. Dampak pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian 
program nasional/internasional, seperti Standar Pelayanan 
Minimal dan SDGs 

Pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Kebumen 
memiliki dampak signifikan terhadap capaian program nasional 
seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program 
internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 
Dengan komitmen yang kuat dalam mengembangkan sektor 
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pariwisata dan kebudayaan secara berkelanjutan, Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas 
pelayanan publik serta mendukung upaya global dalam mencapai 
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan 

 
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat 

Daerah 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 
memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan 
sektor pariwisata serta melestarikan kebudayaan lokal. Dalam 
melaksanakan tugas tersebut, perangkat daerah menghadapi 
berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas pelayanan kepada 
masyarakat. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang 
yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan dan 
membawa dampak positif bagi pengembangan pariwisata serta 
kebudayaan di Kabupaten Kebumen. 

4.1. Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan 

a. Keterbatasan Infrastruktur 
o Tantangan: Salah satu hambatan terbesar dalam 

meningkatkan pelayanan di sektor pariwisata adalah 
keterbatasan infrastruktur di destinasi wisata. Banyak 
lokasi wisata yang memiliki akses jalan yang kurang 
memadai, fasilitas umum seperti tempat parkir, sanitasi, 
dan pusat informasi wisata masih belum memenuhi 
standar. Hal ini berdampak pada kenyamanan 
wisatawan dan menurunkan minat kunjungan. 

o Solusi: Pemerintah daerah dapat meningkatkan kerja 
sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan sektor swasta 
untuk memperbaiki infrastruktur, serta melibatkan 
masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian 
fasilitas. 

b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas 
o Tantangan: Kualitas SDM di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam 
hal kompetensi manajemen pariwisata, promosi digital, 
dan pemahaman terhadap kebudayaan lokal. 
Keterbatasan dalam hal SDM ini sering kali 
menyebabkan pelayanan tidak maksimal, terutama 
dalam pengelolaan destinasi wisata dan pelestarian 
budaya. 

o Solusi: Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM 
melalui workshop, sertifikasi, serta peningkatan 
kompetensi berbasis teknologi informasi dan digital 
marketing dapat menjadi solusi untuk mengatasi 
masalah ini. 

c. Pendanaan yang Terbatas 
o Tantangan: Keterbatasan anggaran juga menjadi 

kendala dalam peningkatan pelayanan. Pengelolaan 
dan pengembangan destinasi wisata, pelaksanaan 
kegiatan kebudayaan, dan promosi pariwisata 
membutuhkan dana yang cukup besar. Namun, 
alokasi anggaran untuk sektor ini masih terbatas. 
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o Solusi: Pemerintah daerah dapat mengeksplorasi 
sumber pendanaan alternatif, seperti bekerja sama 
dengan pihak swasta melalui skema Public-Private 
Partnership (PPP), mengajukan dana hibah dari 
pemerintah pusat, atau memanfaatkan dana desa 
untuk pengembangan wisata lokal. 

d. Kurangnya Promosi dan Branding Pariwisata 
o Tantangan: Promosi pariwisata Kebumen masih belum 

maksimal, terutama dalam hal pemanfaatan media 
digital dan branding yang kuat. Banyak destinasi 
wisata di Kebumen yang belum dikenal luas oleh 
masyarakat luar daerah, sehingga potensi pariwisata 
belum tergali secara optimal. 

o Solusi: Pengembangan strategi digital marketing yang 
lebih agresif, optimalisasi media sosial, serta 
peningkatan kerjasama dengan agen-agen wisata dan 
influencer dapat membantu meningkatkan branding 
dan promosi wisata Kabupaten Kebumen. 

e. Perubahan Perilaku Wisatawan Pasca-Pandemi 
o Tantangan: Pandemi COVID-19 telah mengubah 

perilaku wisatawan, yang kini lebih mengutamakan 
kesehatan, keamanan, dan privasi dalam memilih 
destinasi wisata. Wisata alam terbuka lebih diminati 
dibandingkan wisata perkotaan atau wisata budaya 
yang melibatkan kerumunan. 

o Solusi: Menyediakan fasilitas yang mendukung 
protokol kesehatan di destinasi wisata dan 
mengembangkan wisata berbasis alam dan 
petualangan dapat menarik wisatawan dalam situasi 
pasca-pandemi. 

f. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan 
Wisata 
o Tantangan: Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan 

destinasi wisata dan pelestarian kebudayaan masih 
minim. Banyak masyarakat lokal yang belum 
menyadari potensi ekonomi dari pariwisata atau 
merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan destinasi. 

o Solusi: Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan 
keterampilan, dukungan untuk usaha mikro dan kecil 
berbasis pariwisata, serta pengelolaan destinasi wisata 
secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat 
dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal. 

4.2. Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan 

a. Potensi Alam dan Budaya yang Belum Tergali Sepenuhnya 
o Peluang: Kabupaten Kebumen memiliki kekayaan alam 

dan budaya yang besar, seperti pantai, gua, 
pegunungan, serta warisan budaya dan seni tradisional. 
Potensi ini memberikan peluang besar bagi Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengembangkan 
destinasi wisata unggulan yang menarik wisatawan. 

o Langkah Strategis: Pengembangan wisata berbasis alam, 
seperti eco-tourism, wisata petualangan, dan wisata 
budaya yang mengedepankan pengalaman langsung 
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dengan budaya lokal dapat menarik lebih banyak 
wisatawan domestik maupun internasional. 

b. Dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Program Nasional 
o Peluang: Pemerintah pusat terus mendorong 

pengembangan sektor pariwisata melalui berbagai 
program, seperti Bali Baru, serta program revitalisasi 
kebudayaan. Program-program ini memberikan peluang 
bagi Kabupaten Kebumen untuk mendapatkan 
dukungan teknis maupun finansial dari pemerintah 
pusat. 

o Langkah Strategis: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
dapat mengajukan program pengembangan destinasi 
unggulan untuk mendapatkan dukungan dari program-
program pemerintah pusat tersebut, serta menjalin 
kemitraan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif untuk meningkatkan kapasitas SDM dan 
promosi destinasi. 

c. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Peningkatan 
Pelayanan 
o Peluang: Era digital memberikan peluang bagi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan untuk memanfaatkan 
teknologi dalam meningkatkan pelayanan. Pemanfaatan 
teknologi digital untuk promosi pariwisata, pengelolaan 
destinasi, serta pelayanan informasi wisata dapat 
meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kepada 
wisatawan. 

o Langkah Strategis: Pengembangan aplikasi atau website 
pariwisata yang informatif, user-friendly, serta 
penggunaan media sosial sebagai alat promosi utama 
dapat meningkatkan jangkauan promosi wisata 
Kebumen ke audiens yang lebih luas, terutama 
wisatawan milenial. 

d. Wisata Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan 
o Peluang: Tren wisata berkelanjutan yang semakin 

diminati wisatawan global memberikan peluang besar 
bagi Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan 
destinasi wisata yang ramah lingkungan. Wisata alam 
yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan 
budaya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi 
wisatawan yang peduli terhadap lingkungan. 

o Langkah Strategis: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
dapat mendorong pengembangan eco-tourism di 
destinasi-destinasi alam dengan melibatkan masyarakat 
lokal sebagai pelaku utama. Edukasi tentang pentingnya 
menjaga kelestarian alam juga perlu diperkuat. 

e. Pengembangan Wisata Edukasi dan Kebudayaan 
o Peluang: Kebumen memiliki potensi besar dalam 

pengembangan wisata edukasi dan kebudayaan, 
terutama melalui program-program pelestarian budaya 
dan seni tradisional. Wisata edukasi yang mengajak 
wisatawan untuk belajar tentang budaya lokal dapat 
menjadi segmen wisata yang menarik, terutama bagi 
kalangan pelajar dan akademisi. 

o Langkah Strategis: Pengembangan paket wisata edukasi 
yang mengintegrasikan aspek budaya dan alam lokal, 
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serta pengenalan seni dan tradisi Kebumen dalam 
program wisata sekolah atau universitas, dapat 
meningkatkan kunjungan wisatawan dari segmen 
pendidikan. 

5.  Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan 
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan 

 
Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kebumen, serta mendukung pencapaian 
visi dan misi daerah, perlu dilakukan perumusan program dan 
kegiatan prioritas yang strategis dan berkelanjutan. Hal ini harus 
didasarkan pada evaluasi isu-isu penting yang dihadapi, serta 
berbagai tantangan dan peluang yang muncul. Berikut adalah 
formulasi isu-isu penting beserta rekomendasi dan catatan strategis 
yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program prioritas 
tahun yang direncanakan. 

 
a. Pengembangan Infrastruktur Wisata yang Memadai 

Isu Penting: Keterbatasan infrastruktur di sejumlah destinasi 
wisata, seperti akses jalan, fasilitas umum, sanitasi, dan 
informasi bagi wisatawan, masih menjadi penghambat utama 
peningkatan kualitas pelayanan pariwisata di Kabupaten 
Kebumen. Fasilitas yang kurang memadai dapat menurunkan 
daya tarik wisatawan, terutama wisatawan domestik dan 
internasional. 
 
Rekomendasi Strategis: 
Prioritaskan pengembangan dan peningkatan infrastruktur di 
destinasi wisata unggulan, seperti pantai, gua, dan pegunungan. 
Meningkatkan sinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang untuk perbaikan akses jalan dan pembangunan 
fasilitas pendukung pariwisata, seperti pusat informasi, tempat 
parkir, toilet, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 
Mengajukan program pengembangan infrastruktur wisata ke 
pemerintah pusat melalui berbagai skema pendanaan, termasuk 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata. 

 
b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata 

dan Kebudayaan 
Isu Penting: Kualitas SDM di sektor pariwisata dan kebudayaan di 
Kabupaten Kebumen masih terbatas, terutama dalam hal 
kompetensi pengelolaan destinasi, pemasaran digital, dan 
penguasaan bahasa asing. Keterbatasan ini mempengaruhi 
kemampuan dinas dalam memberikan pelayanan yang 
berkualitas dan dalam menarik minat wisatawan. 
 
Rekomendasi Strategis: 
Merancang program pelatihan intensif bagi pelaku pariwisata 
lokal, termasuk pengelola destinasi wisata, pemandu wisata, serta 
pelaku ekonomi kreatif terkait pariwisata. 
Mengadakan pelatihan khusus terkait pemasaran digital, 
manajemen pariwisata berkelanjutan, dan strategi promosi wisata 
berbasis teknologi. 
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Membangun kemitraan dengan akademisi dan praktisi pariwisata 
untuk mengembangkan kurikulum pelatihan yang relevan dengan 
tren wisata modern, serta mendukung partisipasi masyarakat 
dalam pelestarian kebudayaan lokal. 

 
c. Penguatan Branding dan Promosi Pariwisata Kebumen 

Isu Penting: Kabupaten Kebumen belum memiliki branding 
pariwisata yang kuat dan dikenal luas oleh masyarakat nasional 
maupun internasional. Promosi yang dilakukan masih terbatas 
pada metode konvensional, sedangkan pemanfaatan media digital 
dan jejaring sosial belum optimal. 
 
Rekomendasi Strategis: 
Mengembangkan branding pariwisata Kabupaten Kebumen yang 
unik dan berfokus pada kekayaan alam serta budaya lokal, 
misalnya dengan tema "Destinasi Alam dan Budaya Terpadu". 
Memperluas promosi wisata melalui platform digital, seperti 
media sosial, website pariwisata, serta penggunaan influencer dan 
agen wisata. 
Mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam pameran pariwisata 
nasional maupun internasional untuk meningkatkan eksposur 
Kebumen sebagai destinasi wisata yang potensial. 
 

d. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) 
Isu Penting: Tren pariwisata global yang semakin mengedepankan 
prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan belum sepenuhnya 
diadopsi oleh destinasi wisata di Kabupaten Kebumen. 
Pengelolaan destinasi yang kurang memperhatikan pelestarian 
lingkungan dapat mengancam daya tarik wisata jangka panjang. 
 
Rekomendasi Strategis: 
Merumuskan program pengelolaan destinasi wisata berbasis 
prinsip eco-tourism dengan memperhatikan kelestarian 
lingkungan, pengurangan jejak karbon, serta pengelolaan sampah 
yang baik. 
Membangun kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya 
menjaga kebersihan dan kelestarian alam di destinasi wisata, 
termasuk melalui pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan 
destinasi. 
Mengembangkan wisata berbasis alam dan budaya yang 
melibatkan wisatawan dalam kegiatan pelestarian lingkungan, 
seperti program reboisasi di sekitar destinasi wisata alam. 
 

e. Pengembangan Produk Wisata Kreatif dan Pelestarian Budaya 
Lokal 
Isu Penting: Produk wisata kreatif berbasis budaya lokal belum 
berkembang secara optimal, dan potensi seni tradisional serta 
kerajinan lokal masih belum banyak dikenal. Hal ini menjadi 
tantangan dalam menjadikan budaya lokal sebagai daya tarik 
utama dalam sektor pariwisata. 
 
Rekomendasi Strategis: 
Mengembangkan paket wisata kreatif yang mengintegrasikan 
unsur budaya lokal, seperti kesenian tradisional, kerajinan 
tangan, kuliner, dan adat istiadat ke dalam program wisata. 
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Meningkatkan kolaborasi antara pelaku seni dan ekonomi kreatif 
lokal dengan dinas pariwisata untuk menciptakan produk dan 
event yang menarik wisatawan, seperti festival budaya tahunan, 
bazar seni, dan pameran kerajinan. 
Mendukung pelestarian warisan budaya tak benda dengan 
mengadakan program edukasi budaya di sekolah-sekolah dan 
komunitas lokal, serta menyediakan sarana bagi regenerasi 
seniman dan budayawan. 
 

f. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan dengan Pihak Swasta dan 
Komunitas 
Isu Penting: Kerja sama antara Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan dengan pihak swasta serta komunitas lokal dalam 
pengembangan destinasi dan event pariwisata masih perlu 
ditingkatkan. Partisipasi sektor swasta dan masyarakat sangat 
penting untuk mendukung program pariwisata yang 
berkelanjutan. 

 
Rekomendasi Strategis: 
Mendorong partisipasi pihak swasta dalam pengembangan 
infrastruktur pariwisata melalui skema Public-Private 
Partnership (PPP), serta menarik investasi di sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif. 
Memfasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah dan 
komunitas lokal dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis 
masyarakat (community-based tourism) yang memberdayakan 
warga setempat. 
Meningkatkan kolaborasi dengan agen perjalanan, operator tur, 
dan perusahaan transportasi untuk mempromosikan destinasi 
wisata di Kabupaten Kebumen secara lebih luas. 
 

g. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pendukung Pengembangan 
Pariwisata dan Kebudayaan 
Isu Penting: Beberapa regulasi terkait pengelolaan destinasi 
wisata dan pelestarian kebudayaan masih perlu diperkuat, 
terutama dalam hal pengelolaan kawasan wisata, pembatasan 
pembangunan di zona konservasi, serta perlindungan warisan 
budaya. 
 
Rekomendasi Strategis: 
Merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan 
pariwisata berbasis konservasi lingkungan, dengan menetapkan 
zona-zona yang diperuntukkan bagi pembangunan wisata 
berkelanjutan. 
Memperkuat regulasi yang melindungi situs budaya dan warisan 
sejarah agar tidak tergeser oleh pembangunan modern, 
termasuk dalam hal registrasi warisan budaya tak benda. 
Mendorong penyusunan peraturan daerah (Perda) yang 
mendukung pelestarian kebudayaan dan pengembangan sektor 
ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. 
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D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 
 

1. Perbandingan antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan 
hasil analisis kebutuhan (penetapan RKPD) 

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada 
RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, 
program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. 
Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai 
pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal 
Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan 
pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang 
disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. 

Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) 
terhadap Program/Kegiatan PD yang disusun berdasarkan dokumen 
Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan 
perlunya penambahan beberapa kegiatan. Perubahan tersebut 
didasari oleh : 
- Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme 

perubahan RPJP dan RPJMD; 
- Permendagri Nomor 900 Tahun 2023; 
- Penyesuaian RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; 
- Penyesuaian Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Kebumen 

Tahun 2021-2026. 
 
Beberapa perubahan (penambahan) kegiatan yang direncanakan 

akan dilaksanakan antara lain : 
- Kegiatan Penetapan RPJPD, untuk menyusun Peraturan Daerah 

tentang Perubahan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025; 
- Kegiatan Penetapan RPJMD, untuk menyusun Peraturan Daerah 

tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. 
 
Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan 

dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan 
ditunjukkan pada Tabel 2.6/ Tabel. T-C.31 sebagai berikut:
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Tabel 2.6 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 

Kabupaten Kebumen 
 

Perangkat Daerah  : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 
 
 

No 

Rancangan Awal Renja PD Hasil Analisis Kebutuhan 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Lokasi 

Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 
Rp,000 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Lokasi 

Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 
Rp,000 

                          

      
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

      
URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KEBUDAYAAN       1.680.00

0 
URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KEBUDAYAAN       1.909.88

8 

1     
PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KEBUDAYAAN 

  
Persentase Kesenian 
yang Dikembangkan 

46,88% 
1.380.00

0 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KEBUDAYAAN 

  
Persentase Kesenian 
yang Dikembangkan 

46,88% 
1.737.38

8 

  1   

Pengelolaan Kebudayaan 
yang Masyarakat 
Pelakunya dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

Prosentase kegiatan 
pengembangan 
kebudayaan 
Kebumen 

65% 210.000 

Pengelolaan Kebudayaan 
yang Masyarakat 
Pelakunya dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

Prosentase kegiatan 
pengembangan 
kebudayaan 
Kebumen 

65% 160.077 

    1 

Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Kebudayaan 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Objek 
Pemajuan 
Kebudayaan yang 
Dilakukan 
Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan 

1 Objek 135.000 

Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Kebudayaan 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Objek 
Pemajuan 
Kebudayaan yang 
Dilakukan 
Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan 

1 Objek 75.169 

    2 
Pembinaan Sumber Daya 
Manusia, Lembaga, dan 
Pranata Kebudayaan 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Peserta 
Pembinaan Sumber 
Daya Manusia, 
Lembaga, dan Pranata 
Kebudayaan 

100 Orang 75.000 
Pembinaan Sumber Daya 
Manusia, Lembaga, dan 
Pranata Kebudayaan 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Peserta 
Pembinaan Sumber 
Daya Manusia, 
Lembaga, dan Pranata 
Kebudayaan 

100 Orang 84.908 

           
 
 
 

 

     
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

  



34 | R e n c a n a  K e r j a  D i s p a r b u d  K a b  K e b u m e n  T a h u n  2 0 2 5  

 

             

No 

Rancangan Awal Renja PD Hasil Analisis Kebutuhan 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

  2   

Pelestarian Kesenian 
Tradisional yang 
Masyarakat Pelakunya 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

  
Prosentase kegiatan 
pelestarian kesenian 
tradisional 

100% 
1.170.00

0 

Pelestarian Kesenian 
Tradisional yang 
Masyarakat Pelakunya 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

  
Prosentase kegiatan 
pelestarian kesenian 
tradisional 

100% 
1.577.31

1 

    3 

Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi Budaya 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya yang 
Dilakukan 
Pelindungan, 
Pengembangan dan 
Pemanfaatan 

4 Objek 
1.100.00

0 

Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi Budaya 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya yang 
Dilakukan 
Pelindungan, 
Pengembangan dan 
Pemanfaatan 

4 Objek 
1.421.71

6 

    4 
Pembinaan Sumber Daya 
Manusia, Lembaga, dan 
Pranata Tradisional 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Pembinaan Sumber 
Daya Manusia, 
Lembaga, dan 
Pranata Tradisional 

2 Laporan 70.000 
Pembinaan Sumber Daya 
Manusia, Lembaga, dan 
Pranata Tradisional 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Pembinaan Sumber 
Daya Manusia, 
Lembaga, dan 
Pranata Tradisional 

2 Laporan 155.595 

2     
PROGRAM PELESTARIAN 
DAN PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA 

  

Persentase Benda, 
Situs dan Kawasan 
Cagar Budaya yang 
Dilestarikan 

30,77% 300.000 
PROGRAM PELESTARIAN 
DAN PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA 

  

Persentase Benda, 
Situs dan Kawasan 
Cagar Budaya yang 
Dilestarikan 

30,77% 172.500 

  3   
Pengelolaan Cagar Budaya 
Peringkat 
Kabupaten/Kota 

  
Prosentase cagar 
budaya yang 
dilestarikan 

34% 300.000 
Pengelolaan Cagar Budaya 
Peringkat 
Kabupaten/Kota 

  
Prosentase cagar 
budaya yang 
dilestarikan 

34% 172.500 

    5 Pelindungan Cagar Budaya 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Objek Cagar 
Budaya yang 
Dilindungi 

10 Objek 150.000 Pelindungan Cagar Budaya 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Objek Cagar 
Budaya yang 
Dilindungi 

10 Objek 82.000 

             

          
 
 
 

  



35 | R e n c a n a  K e r j a  D i s p a r b u d  K a b  K e b u m e n  T a h u n  2 0 2 5  

 

 
No. 

Rancangan Awal Renja PD Hasil Analisis Kebutuhan 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Lokasi 

Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 
Rp,000 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Lokasi 

Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 
Rp,000 

    6 
Pengembangan Cagar 
Budaya 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Objek Cagar 
Budaya yang 
Dikembangkan 

1 Objek 150.000 
Pengembangan Cagar 
Budaya 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Objek Cagar 
Budaya yang 
Dikembangkan 

1 Objek 90.500 

      URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

      URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 13.270.3
99 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 33.061.5

21 

3     

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  

Cakupan Pelayanan 
Penunjangan 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100% 
6.351.42

4 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  

Cakupan Pelayanan 
Penunjangan 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100% 
7.019.80

6 

  4   

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

  

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 
yang Tersusun 

6 
dokumen 

69.914 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

  

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 
yang Tersusun 

6 
dokumen 

96.632 

    7 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

4 Dokumen 37.132 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

4 Dokumen 81.632 

    8 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

2 Laporan 32.782 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

2 Laporan 15.000 
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No. 

Rancangan Awal Renja PD Hasil Analisis Kebutuhan 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

  5   
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah   

Jumlah bulan 
administrasi 
keuangan perangkat 
daerah 

12 bulan 
5.003.25

6 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah   

Jumlah bulan 
administrasi 
keuangan perangkat 
daerah 

12 bulan 
5.773.57

4 

    9 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

48 
Orang/bul
an 

4.921.30
1 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

48 
Orang/bul
an 

5.574.35
7 

    
1
0 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

2 
Dokumen 

81.955 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

2 
Dokumen 

199.217 

  6   
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah   

Jumlah Kegiatan 
diklat dalam 1 
tahun 

1 kali 415.600 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah   

Jumlah Kegiatan 
diklat dalam 1 
tahun 

1 kali 65.000 

    
1
1 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

70 Orang 70.000 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

70 Orang 65.000 

    
1
2 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang- Undangan 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 
Peraturan Perundang- 
Undangan 

1500 Orang 345.600 
Sosialisasi Peraturan 
Perundang- Undangan 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 
Peraturan Perundang- 
Undangan 

1500 Orang 0 
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No. 

Rancangan Awal Renja PD Hasil Analisis Kebutuhan 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

  7   
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah   

Jumlah bulan 
penyediaan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 bulan 385.188 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah   

Jumlah bulan 
penyediaan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 bulan 261.200 

    
1
3 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
yang Disediakan 

1 Paket 45.895 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
yang Disediakan 

1 Paket 33.400 

    
1
4 

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 71.028 
Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 51.300 

    
1
5 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

1 Paket 81.955 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

1 Paket 45.000 

    
1
6 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
undangan 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang- 
Undangan yang 
Disediakan 

24 
Dokumen 

3.824 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
undangan 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang- 
Undangan yang 
Disediakan 

24 
Dokumen 

3.500 
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No. 

Rancangan Awal Renja PD Hasil Analisis Kebutuhan 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

    
1
7 

Penyediaan Bahan/Material 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Paket 
Bahan/Material 
yang Disediakan 

1 Paket 49.173 Penyediaan Bahan/Material 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Paket 
Bahan/Material 
yang Disediakan 

1 Paket 50.000 

    
1
8 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

63 
Laporan 

133.313 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

63 
Laporan 

78.000 

  8   
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  

Jumlah unit 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

33 unit 164.586 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  

Jumlah unit 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

28 unit 215.000 

    
1
9 

Pengadaan Mebel 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

11 Unit 38.246 Pengadaan Mebel 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

6 Unit 25.000 

    
2
0 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

22 Unit 126.340 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

22 Unit 190.000 
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No. 

Rancangan Awal Renja PD Hasil Analisis Kebutuhan 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

  9   
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  

Jumlah bulan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

12 bulan 338.170 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  

Jumlah bulan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

12 bulan 332.000 

    
2
1 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

12 
Laporan 

3.278 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

12 
Laporan 

2.000 

    
2
2 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 
Disediakan 

12 
Laporan 

310.852 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 
Disediakan 

12 
Laporan 

300.000 

    
2
3 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

12 
Laporan 

24.040 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

12 
Laporan 

30.000 

  
1
0 

  

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

Jumlah unit 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

49 unit 179.585 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

Jumlah unit 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

56 unit 276.400 
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No. 

Rancangan Awal Renja PD Hasil Analisis Kebutuhan 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

    
2
4 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

38 Unit 120.200 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

38 Unit 160.000 

    
2
5 

Pemeliharaan Mebel 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara 

5 Unit 4.748 Pemeliharaan Mebel 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara 

5 Unit 4.200 

    
2
6 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

5 Unit 21.855 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

5 Unit 18.200 

    
2
7 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabi
litasi 

1 Unit 32.782 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabi
litasi 

1 Unit 94.000 
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No. 

Rancangan Awal Renja PD Hasil Analisis Kebutuhan 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

4     
PROGRAM PENINGKATAN 
DAYA TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

  

Persentase 
Penyediaan Sarana 
Prasarana 
Pariwisata 

88,39% 4.534.850 
PROGRAM PENINGKATAN 
DAYA TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

  

Persentase 
Penyediaan Sarana 
Prasarana 
Pariwisata 

88,39% 
23.438.6

68 

  
1
1 

  
Pengelolaan Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

  

Jumlah Kegiatan 
Pengelolaan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

1 Kegiatan 377.500 
Pengelolaan Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

  

Jumlah Kegiatan 
Pengelolaan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

1 Kegiatan 77.847 

    
2
8 

Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pengelolaan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Hasil Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pengelolaan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

250 orang 377.500 

Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pengelolaan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Hasil Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pengelolaan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

250 orang 77.847 

  
1
2 

  
Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

  

umlah sarana 
prasarana destinasi 
pariwisata yang di 
kelola 

9 unit 
4.015.29

4 

Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

  

umlah sarana 
prasarana destinasi 
pariwisata yang di 
kelola 

9 unit 
23.306.4

54 

    
2
9 

Perencanaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

2 
Dokumen 

109.273 
Perencanaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

2 
Dokumen 

88.081 

    
3
0 

Pengadaan/Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan Prasarana 
dalam Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pengelolaan 
Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota yang 
Tersedia dan 
Terpelihara 

9 Unit 2.001.390 

Pengadaan/Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan Prasarana 
dalam Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pengelolaan 
Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota yang 
Tersedia dan 
Terpelihara 

9 Unit 20.351.965 
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No. 

Rancangan Awal Renja PD Hasil Analisis Kebutuhan 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

    
3
1 

Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pengelolaan 
Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Hasil Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pengelolaan 
Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

3 Laporan 
1.904.63

1 

Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pengelolaan 
Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Hasil Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pengelolaan 
Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

3 Laporan 
2.866.40

8 

  
1
3 

  
Penetapan Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

Presentase 
Rekomendasi 
Jumlah TDUP yang 
diterbitkan terhadap 
TDUP yg diajukan 

100% 142.056 
Penetapan Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

Presentase 
Rekomendasi 
Jumlah TDUP yang 
diterbitkan terhadap 
TDUP yg diajukan 

100% 54.367 

    
3
2 

Penyediaan Layanan 
Pendaftaran Usaha 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Dokumen 
Layanan Fasilitasi 
Pendaftaran Usaha 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

1 
Dokumen 

71.028 
Penyediaan Layanan 
Pendaftaran Usaha 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Dokumen 
Layanan Fasilitasi 
Pendaftaran Usaha 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

1 
Dokumen 

13.851 

    
3
3 

Pengelolaan Investasi 
Pariwisata 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Laporan 
Pengelolaan Investasi 
Pariwisata 

1 Laporan 71.028 
Pengelolaan Investasi 
Pariwisata 

Semua 
Kab/Kota, 
Semua 
Kecamatan
, Semua 
Kelurahan 

Jumlah Laporan 
Pengelolaan Investasi 
Pariwisata 

1 Laporan 40.516 

5     
PROGRAM PEMASARAN 
PARIWISATA   

Persentase 
Peningkatan 
Kunjungan 
Wisatawan 

33% 
2.069.97

7 
PROGRAM PEMASARAN 
PARIWISATA   

Persentase 
Peningkatan 
Kunjungan 
Wisatawan 

33% 
2.529.59

5 
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No. 

Rancangan Awal Renja PD Hasil Analisis Kebutuhan 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Program/ 
Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Rp,000 

  
1
4 

  

Pemasaran Pariwisata 
Dalam dan Luar Negeri 
Daya Tarik, Destinasi dan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

  

Jumlah kunjungan 
wisatawan 
mancanegara dan 
Nusantara 

1.500.225 
orang 

2.069.97
7 

Pemasaran Pariwisata 
Dalam dan Luar Negeri 
Daya Tarik, Destinasi dan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

  

Jumlah kunjungan 
wisatawan 
mancanegara dan 
Nusantara 

1.500.225 
orang 

2.529.59
5 

    
3
4 

Fasilitasi Kegiatan 
Pemasaran Pariwisata Baik 
Dalam dan Luar Negeri 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Kegiatan Pemasaran 
Pariwisata Baik 
Dalam dan Luar 
Negeri 

7 kegiatan 
2.069.97

7 

Fasilitasi Kegiatan 
Pemasaran Pariwisata Baik 
Dalam dan Luar Negeri 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah Laporan 
Kegiatan Pemasaran 
Pariwisata Baik 
Dalam dan Luar 
Negeri 

7 kegiatan 
2.529.59

5 

6     

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

  
Persentase Pelaku 
Ekonomi Kreatif 
yang Dibina 

20,00% 109.273 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

  
Persentase Pelaku 
Ekonomi Kreatif 
yang Dibina 

20,00% 73.452 

  
1
5 

  

Pelaksanaan Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Tingkat 
Dasar 

  

Jumlah Kegiatan 
Pelaksanaan 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Manusia 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
Tingkat Dasar 

1 kegiatan 109.273 

Pelaksanaan Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Tingkat 
Dasar 

  

Jumlah Kegiatan 
Pelaksanaan 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Manusia 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
Tingkat Dasar 

1 kegiatan 73.452 

    
3
5 

Pengembangan Kompetensi 
SDM Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Tingkat 
Dasar 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah SDM 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
Tingkat Dasar yang 
Dikembangkan 
Kompetensinya 

150 Orang 109.273 

Pengembangan Kompetensi 
SDM Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Tingkat 
Dasar 

Semua 
Kab/Kota
, Semua 
Kecamat
an, 
Semua 
Keluraha
n 

Jumlah SDM 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
Tingkat Dasar yang 
Dikembangkan 
Kompetensinya 

150 Orang 73.452 

JUMLAH 14.950.3
99         

34.971.4
09 
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2. Penjelasan Mengenai Alasan Proses Tersebut Dilakukan 
Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah 
(Renja PD), proses perbandingan antara rancangan awal 
Renja dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang 
dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) merupakan tahapan krusial yang harus dilakukan. 
Ada beberapa alasan penting mengapa proses ini 
dilakukan untuk memastikan keselarasan perencanaan 
dan implementasi program serta kegiatan yang akan 
dilaksanakan. Berikut adalah penjelasan mengenai 
alasan-alasan tersebut: 
 
a. Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan Daerah 
Alasan: Proses perbandingan antara rancangan awal Renja 
Perangkat Daerah dan hasil analisis kebutuhan dalam 
RKPD dilakukan untuk memastikan bahwa program dan 
kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah selaras 
dengan prioritas pembangunan daerah. RKPD merupakan 
dokumen yang memuat arahan strategis dari pemerintah 
daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala 
daerah serta kebutuhan masyarakat yang telah dianalisis 
secara komprehensif. 
 
Penjelasan: RKPD dirumuskan berdasarkan berbagai 
masukan dari hasil Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang), evaluasi capaian kinerja 
tahun sebelumnya, serta masukan dari berbagai 
stakeholder. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah 
harus dibandingkan dengan RKPD untuk memastikan 
bahwa program-program perangkat daerah tidak keluar 
dari jalur prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian, sumber daya yang ada, baik anggaran 
maupun tenaga, dapat diarahkan pada kegiatan yang 
benar-benar mendukung pencapaian tujuan strategis 
daerah. 
 
b. Optimalisasi Sumber Daya dan Anggaran 
Alasan: Perbandingan ini juga dilakukan untuk 
mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan anggaran. 
Dengan membandingkan rancangan awal Renja dengan 
hasil analisis kebutuhan di RKPD, perangkat daerah dapat 
mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang benar-
benar mendesak dan memiliki dampak besar terhadap 
masyarakat serta pembangunan daerah. 
 
Penjelasan: Analisis kebutuhan yang dilakukan dalam 
proses penetapan RKPD telah mempertimbangkan skala 
prioritas, kebutuhan masyarakat yang mendesak, serta 
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kondisi fiskal daerah. Rancangan awal Renja yang 
mungkin masih bersifat umum dan luas perlu 
diselaraskan dengan RKPD agar anggaran dapat 
digunakan secara efisien dan efektif. Ini juga membantu 
perangkat daerah menghindari pendanaan program yang 
kurang relevan dengan kebutuhan daerah atau yang 
kurang memberikan dampak langsung terhadap 
masyarakat. 
 
c. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi 
Alasan: Proses perbandingan ini penting untuk 
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
perencanaan pembangunan. Dengan membandingkan 
rancangan awal Renja dengan RKPD yang sudah melalui 
proses analisis kebutuhan, pemerintah daerah dapat 
memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang 
diusulkan memiliki dasar yang jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Penjelasan: RKPD merupakan dokumen perencanaan yang 
telah melalui tahapan konsultasi publik dan diskusi 
dengan berbagai pihak, sehingga memiliki legitimasi yang 
lebih kuat dibandingkan rancangan awal Renja yang 
mungkin masih bersifat internal perangkat daerah. 
Dengan demikian, proses perbandingan ini memastikan 
bahwa setiap program yang diusulkan oleh perangkat 
daerah memiliki justifikasi yang jelas, sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, serta dapat 
dipertanggungjawabkan dalam aspek penggunaan 
anggaran dan hasil yang diharapkan. 
 
d. Penyesuaian Terhadap Perubahan Kebijakan atau 
Kondisi Terkini 
Alasan: Perbandingan rancangan awal Renja dengan 
RKPD juga dilakukan untuk mengantisipasi dan 
menyesuaikan perubahan kebijakan atau kondisi terkini 
yang mungkin terjadi sejak penyusunan rancangan awal 
Renja. 
 
Penjelasan: Situasi dan kebijakan dapat berubah dari 
waktu ke waktu, baik di tingkat pusat maupun daerah. 
Misalnya, adanya perubahan kebijakan fiskal, munculnya 
kebutuhan mendesak akibat bencana alam, atau 
perubahan prioritas pembangunan di tingkat nasional. 
Melalui penetapan RKPD, pemerintah daerah dapat 
melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut, 
dan rancangan awal Renja perangkat daerah harus 
diperbaharui sesuai dengan perkembangan baru yang 
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tertuang dalam RKPD. Hal ini penting untuk memastikan 
bahwa program dan kegiatan yang akan dijalankan tetap 
relevan dengan kondisi terkini. 
 
e. Sinkronisasi Antar Perangkat Daerah 
Alasan: Proses perbandingan ini juga berfungsi untuk 
menyinkronkan program dan kegiatan antar perangkat 
daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau 
duplikasi program yang dapat menghambat efisiensi dan 
efektivitas pembangunan. 
 
Penjelasan: RKPD disusun dengan mempertimbangkan 
peran dan tanggung jawab setiap perangkat daerah. Oleh 
karena itu, melalui perbandingan ini, perangkat daerah 
dapat melihat posisi mereka dalam keseluruhan rencana 
pembangunan daerah, serta menghindari program yang 
serupa atau redundan dengan perangkat daerah lain. 
Sinkronisasi ini juga penting untuk menciptakan sinergi 
antar perangkat daerah dalam melaksanakan program-
program lintas sektor yang memerlukan koordinasi 
bersama. 
 

3. Penjelasan Temuan-Temuan Setelah Proses Tersebut Dan 
Catatan Penting Terhadap Perbedaan Dengan Rancangan 
Awal Renja Perangkat Daerah 
Setelah melalui proses perbandingan antara rancangan 
awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan hasil 
analisis kebutuhan yang dituangkan dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD), beberapa temuan penting 
dapat diidentifikasi. Temuan-temuan ini menunjukkan 
adanya perbedaan antara rancangan awal dan hasil akhir 
yang diharapkan, yang didasarkan pada analisis 
kebutuhan yang lebih mendalam. Berikut adalah temuan-
temuan utama beserta catatan penting mengenai 
perbedaan tersebut: 
 
a. Temuan: Keterbatasan Anggaran Terhadap Beberapa 
Kegiatan 
Penjelasan: Hasil perbandingan menunjukkan bahwa 
beberapa program dan kegiatan yang diusulkan dalam 
rancangan awal Renja tidak mendapatkan alokasi 
anggaran yang cukup, karena keterbatasan anggaran 
pemerintah daerah. Alokasi anggaran dalam RKPD lebih 
difokuskan pada program-program prioritas yang 
dianggap mendesak dan memiliki dampak signifikan bagi 
pembangunan daerah. 
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Catatan Penting: 
Rasionalisasi Anggaran: Perangkat daerah harus 
melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran dengan 
memprioritaskan program yang dapat memberikan 
manfaat langsung kepada masyarakat, serta mengurangi 
atau menunda program-program yang kurang mendesak. 
Pemanfaatan Sumber Daya Alternatif: Perangkat daerah 
perlu mencari sumber pendanaan alternatif, seperti Dana 
Alokasi Khusus (DAK), kerja sama dengan sektor swasta, 
atau memanfaatkan hibah untuk mendukung program 
yang penting tetapi tidak mendapat prioritas anggaran 
dari APBD. 
 
b. Temuan: Kebutuhan Penajaman Program Berbasis 
Analisis Kebutuhan Masyarakat 
Penjelasan: Proses perbandingan dengan RKPD 
menunjukkan bahwa beberapa program dalam rancangan 
awal Renja tidak sepenuhnya berdasarkan pada hasil 
analisis kebutuhan masyarakat yang aktual. Misalnya, 
program pengembangan pariwisata di wilayah tertentu 
tidak didukung oleh data terkait potensi wisata dan 
kesiapan infrastruktur di wilayah tersebut. 
 
Catatan Penting: 
Penajaman Berdasarkan Data: Program-program dalam 
Renja perlu disesuaikan dan ditajamkan berdasarkan data 
dan analisis yang lebih akurat, terutama terkait dengan 
kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, dan keterkaitan 
dengan program prioritas nasional seperti SDGs atau 
Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
Keterlibatan Masyarakat: Perangkat daerah perlu 
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses 
perencanaan, sehingga program-program yang diusulkan 
lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. 
 
 
c. Temuan: Perluasan Keterlibatan Pemangku Kepentingan 
(Stakeholder) 
Penjelasan: Rancangan awal Renja cenderung fokus pada 
pelaksanaan program oleh perangkat daerah itu sendiri, 
tanpa memperhitungkan peran dan kontribusi pemangku 
kepentingan lain, seperti pihak swasta, komunitas lokal, 
serta lembaga pendidikan atau riset. 
 
Catatan Penting: 
Kolaborasi Multi-Stakeholder: Perangkat daerah harus 
memperluas keterlibatan pemangku kepentingan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan program. Misalnya, sektor 
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swasta dapat berkontribusi dalam pembangunan 
infrastruktur pariwisata, sementara komunitas lokal bisa 
dilibatkan dalam pengelolaan destinasi wisata. 
Kerjasama dengan Akademisi dan Lembaga Riset: 
Penguatan kerja sama dengan lembaga akademis dan riset 
juga penting untuk mendapatkan masukan yang lebih 
komprehensif terkait pengembangan program yang 
berbasis bukti. 

 
 
E.,, PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN  KEGIATAN MASYARAKAT 

 
Usulan Program/Kegiatan pada Disparbud Kabupaten Kebumen selain 
bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga 
berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-
pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Adapun usulan Musrenbang 
(Partisipatif) yang masuk untuk Renja Disparbud tahun 2025 pada 
Tabel. 2.7. 

 
Tabel 2.7 

Usulan Pokok Pikiran (POKIR) Tahun 2025 
Disparbud Kabupaten Kebumen 

 

NO SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME 

1 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK Desa Argopeni Cq. 
Grup Rebana Attaya 
Nissaul Jannah RT 02 
RW 02 Kec. kebumen, 
Kab. Kebumen 

PKK Desa Argopeni Cq. 
Grup Rebana Attaya 
Nissaul Jannah 
membutuhkan peralatan 
rebana dan seragam biaya 
Rp. 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 Paket 

2 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Grup Kuda Lumping 
Wahyu Sejati Dukuh 
Pesuruhan Desa 
Somagede RT 02 RW 
02  Kec. Sempor, Kab. 
Kebumen 

Grup Kuda Lumping 
Wahyu Sejati 
Membutuhkan 
perlengkapan alat Rp. 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 Paket 

3 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Grup Karawitan Madu 
Laras RT 04 RW 03 
Kelurahan Jatiluhur 
Kec. Karanganyar, Kab. 
Kebumen 

Grup Karawitan Madu 
Laras RT 04 RW 03 
Membutuhkan alat 
karawitan Rp. 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 Paket 

4 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Karang Taruna Desa 
Sumberadi Kec. 
Kebumen, Kab. 
Kebumen 

Karang Taruna Desa 
Sumberadi memerlukan 
peralatan olahraga Rp. 10 
Jt 

 Rp        10.000.000  1 Paket 

5 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PAC GP ANSOR 
Komplek Gedung PP. 
Hidayatun Nasyiin 
Dukuh Karangjati RT. 
001 RW. 006 Desa 
Sidoagung Kec. 
Sruweng, Kab. 
Kebumen 

Untuk meningkatkan  
kesadaran beragama serta 
siar  agama/ dakwah 
melalui kesenian berupa 
DRUMBAND SENILAI RP. 
100.000.000,- 

 Rp      100.000.000  10 Paket 

6 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PAC MUSLIMAT NU 
SRUWENG, Kab. 
Kebumen 

Untuk meningkatkan  
kesadaran beragama serta 
siar  agama/ dakwah 
melalui kesenian BERUPA 
REBANA SENILAI RP. 
50.000.000,- 

 Rp        50.000.000  5 Paket 
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NO SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME 

7 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK DESA 
PANDANSARI, Kab. 
Kebumen 

Untuk meningkatkan  
kesadaran beragama serta 
siar  agama/ dakwah 
melalui kesenian BERUPA 
REBANA SENILAI RP. 
30.000.000,- 

 Rp        30.000.000  3 Paket 

8 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

DESA PURBOWANGI 
KECAMATAN BUAYAN 
, Kab. Kebumen 

PAGUYUBAN SENI KUDA 
KEPANG (EBEG) "PURBO 
TURONGGO BUDOYO" 
DESA PURBOWANGI 
KECAMATAN BUAYAN 
MEMBUTUHKAN 
BANTUAN PERLENGKAPAN 
SEBESAR RP 25.000.000 

 Rp        25.000.000  1 KELOMPOK 

9 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

DESA JLADRI 
KECAMATAN BUAYAN 
, Kab. Kebumen 

PERMOHONAN 
PENGADAAN GAMELAN 
KUDA LUMPING "SEKAR 
BUDAYA SARI" DESA 
JLADRI KECAMATAN 
BUAYAN SEBESAR RP. 
15.000.000 

 Rp        15.000.000  1 KELOMPOK 

10 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

DUKUH 
KARANGSEMBUNG 
DESA KRETEK 
KECAMATAN 
ROWOKELE  
, Kab. Kebumen 

PENGADAAN ALAT ALAT 
KESENIAN GROUP 
KESENIAN KUDA LUMPING 
"SRI BUDAYA MULYA 
YUDHA" DUKUH 
KARANGSEMBUNG DESA 
KRETEK KECAMATAN 
ROWOKELE SEBESAR RP 
25.000.000 

 Rp        25.000.000  1 KELOMPOK 

11 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Desa Tunjungseto, 
Kecamatan Sempor, 
Kab. Kebumen 

Kegiatan Safari Budaya 
Tayuban Desa Tunjungseto 
membutuhkan dukungan 
anggaran Rp 20.000.000 

 Rp        20.000.000  1 Paket 

12 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RW 01 Desa 
Benerwetan Kec. 
Ambal, Kab. Kebumen 

PKK RW 01 Desa 
Benerwetan 
membutuhkan Seragam, 
senilai Rp. 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 Paket 

13 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RT 02 RW 02 Desa 
Kedawung Kecamatan 
Pejagoan, Kab. 
Kebumen 

Membutuhkan Peralatan 
Rebana untuk PKK RT 02 
RW 02 Desa Kedawung 
sebesar Rp. 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

14 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK Desa Karangpoh 
Kecamatan Pejagoan, 
Kab. Kebumen 

Membutuhkan Peralatan 
Rebana untuk Group 
Rebana Widara PKK Desa 
Karangpoh  sebesar Rp. 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

15 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Karangtaruna Desa 
Peniron Kecamatan 
Pejagoan, Kab. 
Kebumen 

Membutuhkan Peralatan 
Jamjaneng Group 
Langgengsari Karangtaruna 
Desa Peniron Kec. 
Pejagoan  sebesar Rp. 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

16 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK Desa Kebulusan 
Kecamatan Pejagoan, 
Kab. Kebumen 

Membutuhkan peralatan 
rebana untuk Group 
Rebana Khikmaatul 
Hidayah PKK Desa 
Kebulusan  sebesar Rp. 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

17 Fasilitasi Pengembangan 
Kompetensi Sumber 
Daya Manusia Ekonomi 
Kreatif 

Komunitas Kebumen 
Movie, Kab. Kebumen 

Membutuhkan 
Pelatihan/workshop bagi 
pelaku ekonomi kreatif sub 
sektor film, animasi dan 
video sebesar 
Rp.40.000.000 

 Rp        40.000.000  1 paket 

18 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 
  

DESA BERCONG RT 3 
RW 5 KEC 
BULUSPESANTREN, 
Kab. Kebumen 

BANTUAN REBANA RP. 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 KELOMPOK 
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NO SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME 
19 Pelindungan, 

Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Karangtaruna Sadewa 
Desa Rogodadi, 
Kecamatan Buayan, 
Kab. Kebumen 

Upaya pelestarian 
Kesenian dan Budaya, 
perlu adanya bantuan Alat 
Kesenian (Alat Rebana) 
sebesar Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

20 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Karang Taruna Bhakti 
Karya Desa 
Wonoharjo, Kab. 
Kebumen 

Bantuan Gamelan untuk 
Karang Taruna Bhakti 
Karya Desa Wonoharjo 1 
Paket (Rp100.000.000) 

 Rp      100.000.000  1 Paket 

21 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Kelompok Kuda 
Lumping Ciptorahayu 
Desa Argosari, 
Kecamatan Ayah, Kab. 
Kebumen 

Upaya pelestarian 
Kesenian dan Budaya, 
perlu adanya bantuan Alat 
Kesenian (Kuda Lumping) 
sebesar Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

22 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Karangtaruna Desa 
Jladri, Kecamatan 
Buayan, Kab. 
Kebumen 

Upaya pelestarian 
Kesenian dan Budaya, 
perlu adanya bantuan Alat 
Kesenian (Alat Rebana) 
sebesar Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

23 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Karang Taruna Desa 
Harjodowo Cq. Grup 
Turonggo Joyo Lestari 
RT 2 RW 2 Kec. 
Kuwarasan, Kab. 
Kebumen 

Karang Taruna Desa 
Harjodowo Cq. Grup 
Turonggo Joyo Lestari 
perlu gamelan senilai Rp. 
100 Jt 

 Rp      100.000.000  1 Paket 

24 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

RT 03 RW 01 Desa 
Tlogopragoto 
Kecamatan Mirit 
, Kab. Kebumen 

Perlunya Bantuan untuk 
Muslimat NU Ranting 
Tlogopragoto alat musik 
rebana sebesar 8.000.000 

 Rp          8.000.000  1 Paket 

25 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Desa Ngasinan 
Kecamatan Bonorowo, 
Kab. Kebumen 

Perlunya bantuan alat 
rebana untuk Muslimat NU 
ranting Ngasinan sebesar 
8.000.000 

 Rp          8.000.000  1 Paket 

26 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Desa Sembirkadipaten 
Kecamtan Prembun , 
Kab. Kebumen 

Perlunya bantuan satu set 
alat rebana sebagai 
penunjang kegiatan 
pendidikan keagamaan 
TPQ At Taqwa Desa Sembir 
Kadipaten Sebesar 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 Paket 

27 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Masjid An- Nuriyah RT 
01/03  Desa Penimpun 
Kecamatan 
Karanggayam, Kab. 
Kebumen 

Bantuan alat rebana untuk 
Masjid An- Nuriyah RT 
01/03 sebesar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

28 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Kelurahan Pemuda, 
Desa Sirnoboyo, 
Bonorowo, Kab. 
Kebumen 

Bantuan alat kesenian 
Hadroh Grup Lembah 
Manah Kelurahan Pemuda, 
Desa Sirnoboyo sebesar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

29 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Dukuh Gumenter  RT 
01 RW 01, Babadsari, 
Kutowinangun, Kab. 
Kebumen 

Bantuan Alat Rebana 
Kumplit Dukuh Gumenter  
RT 01 RW 01, Babadsari 
sebesar Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

30 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

 Dukuh Karangtengah 
RT 01 RW 02, 
Babadsari, 
Kutowinangun, Kab. 
Kebumen 

Bantuan Alat Rebana 
Kumplit Dukuh 
Karangtengah RT 01 RW 
02, Babadsari sebesar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

31 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

DESA TAMBAKREJA RT 
2 RW 1 KEC 
BULUSPESANTREN, 
Kab. Kebumen 

BANTUAN ALAT KESENIAN 
REBANA RP 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

32 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK Desa Penimbun 
Kecamatan 
Karanggayam , Kab. 
Kebumen 

Bantuan Seragam untuk 
PKK Desa Penimbun 
Kecamatan Karanggayam 
sebesar Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

33 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 

Kuda Kepang NGESTI 
TURONGGO MUDO 
Desa Penimbun 
Kecamatan 

Bantuan sarana dan 
prasarana Kuda Kepang 
NGESTI TURONGGO 
MUDO sebesar Rp 

 Rp        10.000.000  1 paket 
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Budaya Karanggayam, Kab. 
Kebumen 

10.000.000 

34 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Desa Pucangan Rt 01 
RW 03, Ambal, Kab. 
Kebumen 

Bantuan alat Reabana 
Komplit Kelompok Rebana 
Al Huda Desa Pucangan Rt 
01 RW 03, Ambal sebesar 
Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

35 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Desa Kebagoraan, 
Kecamatan Pejagoan, 
Kab. Kebumen 

Bantuan alat kesenian 
gamelan Desa Kebagoraan, 
Kecamatan Pejagoan 
sebesar Rp 200.000.000 

 Rp      200.000.000  1 paket 

36 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Desa Kedawung, 
Kecamatan Pejagoan, 
Kab. Kebumen 

Pengadaan alat rebana 
kumplit 10 titik Desa 
Kedawung, Kecamatan 
Pejagoan sebesar Rp 
150.000.000 

 Rp      150.000.000  1 paket 

37 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

DESA PURBOWANGI 
KECAMATAN BUAYAN 
, Kab. Kebumen 

BANTUAN KEUANGAN 
TRADISI BUDAYA DESA 
PURBOWANGI SEBESAR RP 
50.000.000 

 Rp        50.000.000  1 KELOMPOK 

38 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

DESA NOGORAJI 
KECAMATAN BUAYAN, 
Kab. Kebumen 

BANTUAN KEUANGAN 
TRADISI BUDAYA DESA 
NOGORAJI KECAMATAN 
BUAYAN SEBESAR RP 
50.000.000 

 Rp        50.000.000  1 KELOMPOK 

39 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

DESA SIKAYU 
KECAMATAN BUAYAN 
, Kab. Kebumen 

BANTUAN KEUANGAN 
TRADISI BUDAYA DESA 
SIKAYU KECAMATAN 
BUAYAN SEBESAR RP 
50.000.000 

 Rp        50.000.000  1 KELOMPOK 

40 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RT 02 RW 01 
DESA 
KARANGTENGAH 
KECAMATAN 
KARANGGAYAM, Kab. 
Kebumen 

PKK RT 02 RW 01 Desa 
Karangtengah 
membutuhkan anggaran 
Rp 10,000,000 untuk 
seragam senam di PKK RT 
02 RW 01 DESA 
KARANGTENGAH 
KECAMATAN 
KARANGGAYAM 
Rp.10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 Paket 

41 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Karang Taruna 
Wilayah Kutosari Desa 
Gunungsari 
kecamatan 
Karanggayam, Kab. 
Kebumen 

Dibutuhkan anggaran 
sebesar Rp 10,000,000 
untuk pengadaan  
Seragam adat Jawa di 
Karang Taruna Wilayah 
Kutosari Desa Gunungsari 
kecamatan Karanggayam 
Rp.10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 Paket 

42 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Group Kesenian kuda 
kepang Giri Laras Desa 
Giripurno kecamatan 
Karanganyar, Kab. 
Kebumen 

Dibutuhkan anggaran 
sebesar Rp 10,000,000 
untuk pengadaan alat 
Gamelan di Group 
Kesenian kuda kepang Giri 
Laras Desa Giripurno 
Rp.10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 Paket 

43 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK Desa Wonoharjo 
Kecamatan Rowokele , 
Kab. Kebumen 

Bantuan alat rebana dan 
hadroh PKK Desa 
Wonoharjo Kecamatan 
Rowokele 1 Paket 
(Rp20.000.000) 

 Rp        20.000.000  1 paket 

44 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Desa Karanggayam 
Kecamatan 
Karanggayam, Kab. 
Kebumen 

Dibutuhkan anggaran 
sebesar Rp 10,000,000 
untuk Ruwat Bumi di Desa 
Karanggayam Kecamatan 
Karanggayam 
Rp.10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 Paket 

45 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK Desa Kalirancang 
Kec. Alian, Kab. 
Kebumen, Kab. 
Kebumen 

Belum tersedianya Sarana 
dan Prasarana Kesenian 
Rebana untuk 3 
Kelompok/Group 
membutuhkan anggaran 
sebesar 30 Juta 

 Rp        30.000.000  3 Kelompok 

46 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Karang Taruna Desa 
Candimulyo Cq. Grup 
Hadroh Roudlotul 
Mahmudah & Grup 
Hadroh Muhibbu 

Memerlukan perlatan 
hadroh 3 Set dan seragam 
biaya Rp. 30.000.000 

 Rp        30.000.000  3 Paket 
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Rasul Junior  , Kab. 
Kebumen, Kab. 
Kebumen 

47 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Desa Sampang 
Kecamatan Sempor , 
Kab. Kebumen 

Safari Budaya Wayangan 
Desa Sampang Kecamatan 
Sempor Sebesar 
Membutuhkan dukungan 
Rp 40.000.000 

 Rp        40.000.000  1 Paket 

48 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Group Rebana Az-
Zahra PKK RT 02 RW 
02 Desa Kedawung 
Kecamatan Pejagoan, 
Kab. Kebumen 

Diperlukan bantuan 
peralatan rebana Group 
Rebana Az-Zahra PKK RT 
02 RW 02 Desa Kedawung 
Kecamatan Pejagoan 
sebesar Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

49 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Group Rebana Widara 
PKK Desa Karangpoh 
Kec. Pejagoan, Kab. 
Kebumen 

Diperlukan bantuan 
bantuan peralatan rebana 
Group Rebana Widara PKK 
Desa Karangpoh Kec. 
Pejagoan sebesar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

50 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Group Langgengsari 
Karangtaruna Desa 
Peniron Kec. 
Pejagoan, Kab. 
Kebumen 

Diperlukan bantuan 
peralatan Jamjaneng 
Group Langgengsari 
Karangtaruna Desa 
Peniron Kec. Pejagoan 
sebesar Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

51 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Group Rebana 
Khikmaatul Hidayah 
PKK Desa Kebulusan 
Kecamatan Pejagoan, 
Kab. Kebumen 

Diperlukan bantuan Group 
Rebana Khikmaatul 
Hidayah PKK Desa 
Kebulusan Kecamatan 
Pejagoan  sebesar Rp. 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

52 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Group Rebana As 
Salam RT 002 RW 001 
Desa Panjangsari 
Kecamatan Gombong, 
Kab. Kebumen 

Group Rebana As Salam RT 
002 RW 001 Desa 
Panjangsari Kecamatan 
Gombong Membutuhkan 
Bantuan Sebesar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 KELOMPOK 

53 - Komunitas Kebumen 
Movie , Kab. Kebumen 

Diperlukan adanya 
bantuan 
pelatihan/workshop bagi 
pelaku ekonomi kreatif sub 
sektor film, animasi dan 
video yakni Komunitas 
Kebumen Movie sebesar 
Rp. 40.000.000 

 -  1 paket 

54 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RT 1 RW 1 
Kelurahan 
Tamanwinangun 
Kecamatan Kebumen, 
Kab. Kebumen 

Perlunya alat rebana untuk 
PKK RT 1 RW 1 Kelurahan 
Tamanwinangun 
Kecamatan Kebumen 
Rp.10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

55 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RT 3 RW 1 Desa 
Kembaran Kecamatan 
Kebumen , Kab. 
Kebumen 

Perlunya alat rebana untuk 
PKK RT 3 RW 1 Desa 
Kembaran Kecamatan 
Kebumen Rp.10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

56 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RT 3 RW 5 Desa 
Kutosari Kecamatan 
Kebumen, Kab. 
Kebumen 

Perlunya alat rebana untuk 
PKK RT 3 RW 5 Desa 
Kutosari Kecamatan 
Kebumen Rp.10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

57 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RT 5 RW 5 Desa 
Kutosari Kecamatan 
Kebumen, Kab. 
Kebumen 

Perlunya alat rebana untuk 
PKK RT 5 RW 5 Desa 
Kutosari Kecamatan 
Kebumen Rp.10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

58 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RT 1 RW 2 Desa 
Karangsari Kecamatan 
Kebumen, Kab. 
Kebumen 

Perlunya alat rebana untuk 
PKK RT 1 RW 2 Desa 
Karangsari Kecamatan 
Kebumen Rp.10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

59 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RT 1 RW 3 Desa 
Karangsari Kecamatan 
Kebumen, Kab. 
Kebumen 

Perlunya alat rebana untuk 
PKK RT 1 RW 3 Desa 
Karangsari Kecamatan 
Kebumen Rp.10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 
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60 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RT 1 RW 1 
Kelurahan Kebumen 
Kecamatan Kebumen, 
Kab. Kebumen 

Perlunya alat rebana untuk 
PKK RT 1 RW 1 Kelurahan 
Kebumen Kecamatan 
Kebumen Rp.10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

61 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RT 1 RW 1 Desa 
Kembaran Kecamatan 
Kebumen, Kab. 
Kebumen 

Perlunya alat rebana untuk 
PKK RT 1 RW 1 Desa 
Kembaran Kecamatan 
Kebumen Rp.10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

62 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RT 1 RW 2 
Kelurahan Kebumen 
Kecamatan Kebumen, 
Kab. Kebumen 

Perlunya alat rebana untuk 
PKK RT 1 RW 2 Kelurahan 
Kebumen Kecamatan 
Kebumen Rp.10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

63 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

KARANGTARUNA 
SIGMAPRIMA 
RT.001/RW.002 
PEKUNDEN 
KECAMATAN 
KUTOWINANGUN, 
Kab. Kebumen 

Perlu adanya bantuan alat 
hadroh untuk 
KARANGTARUNA 
SIGMAPRIMA 
RT.001/RW.002 
PEKUNDEN sebesar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

64 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RT.001/RW.003 
BABADSARI 
KECAMATAN 
KUTOWINANGUN, 
Kab. Kebumen 

Perlu adanya bantuan alat 
hadroh untuk PKK 
RT.001/RW.003 
BABADSARI KECAMATAN 
KUTOWINANGUN sebesar 
Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

65 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

MUSHOLA AL- 
MUBAROK RT. 
003/RW.004 
BABADSARI 
KECAMATAN 
KUTOWINANGUN, 
Kab. Kebumen 

Perlu adanya bantuan alat 
hadroh untuk MUSHOLA 
AL- MUBAROK RT. 
003/RW.004 BABADSARI 
KECAMATAN 
KUTOWINANGUN sebesar 
Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

66 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK Desa Muktisari 
Cq. Grup Jamjaneng 
Mitra Sejati Dukuh 
Karangtengah Ds. 
Muktisari Kec. 
Kebumen, Kab. 
Kebumen 

Grup Jamjaneng Mitra 
Sejati Ds. Muktisari 
memerlukan peralatan & 
seragam Rp. 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 kelompok 

67 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RW 01 Desa 
Giripurno Kecamatan 
karanganyar, Kab. 
Kebumen 

Bantuan alat rebana untuk 
PKK RW 01 Desa Giripurno 
Kecamatan karanganyar 
sebesar Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

68 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RW 07 Desa 
Sampang Kecamatan 
Sempor, Kab. 
Kebumen 

Bantuan alat rebana untuk 
PKK RW 07 Desa Sampang 
Kecamatan Sempor 
sebesar Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

69 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Ranting Ansor Desa 
Bumirejo, Rt 01 Rw 03. 
Kecamatan Puring, 
Kab. Kebumen 

Perlu Bantuan (Alat 
Drumband Dewasa) untuk 
Kebutuhan  Perlengkapan 
Kegiatan Ansor Sebesar Rp 
100.000.000 

 Rp      100.000.000  1 paket 

70 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Wisma Budhaya, Rt 02 
Rw 02, Desa 
Tambakmuyo, 
Kecamatan Puring, 
Kab. Kebumen 

Bantuan Seragam Wayang 
Orang Sebesar Rp 
40.000.000 

 Rp        40.000.000  1 paket 

71 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Grup Rebana An-Nur 
Tanuraksan Desa 
Gemeksekti 
Kecamatan Kebumen, 
Kab. Kebumen 

Rusaknya alat Rebana 
Grup Rebana An-Nur 
Tanuraksan Desa 
Gemeksekti Kecamatan 
Kebumen Rp. 15.000.000 

 Rp        15.000.000  1 Paket 

72 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

muslimat desa kaleng. 
puring, Kab. Kebumen 

Seragam Muslimat, 
Kebutuhan seragam untuk 
kegiatan kemuslimatan 
rantin desa Kaleng. sebsar 
Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  100 pac 

73 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

muslimat desa 
purwoharjo. puring, 
Kab. Kebumen 

alat rebana, sebesar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 set 



54 | R e n c a n a  K e r j a  D i s p a r b u d  K a b  K e b u m e n  T a h u n  2 0 2 5  

74 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

muslimat desa srusuh 
jurutengah, Kab. 
Kebumen 

alat rebana, sebsar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 set 

75 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Fatayat Ranting Desa 
Kedaleman Wetan, 
Kab. Kebumen 

alat rebana sebesar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

76 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

muslimat desa Weton 
Wetan, puring, Kab. 
Kebumen 

alat rebana sebesar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

77 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

muslimat desa 
waluyorejo, puring, 
Kab. Kebumen 

alat rebana sebsar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

78 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

muslimat desa 
sidoharjo, puring, Kab. 
Kebumen 

alat rebana sebsar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

79 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

muslimat puliharjo, 
puring, Kab. Kebumen 

alat rebana sebsar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

80 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

muslimat purwosari, 
puring, Kab. Kebumen 

alat rebana dan sound 
sebsar Rp 13.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

81 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

muslimat desa 
arjowinagun. puring, 
Kab. Kebumen 

alat rebana sebsar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

82 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

muslimat madureja, 
puring, Kab. Kebumen 

alat rebana sebsar Rp 
10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

83 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

PKK RT 01 RW 01, 
Karangsari, Kab. 
Kebumen 

Bantuan Seragam PKK RT 
01 RW 01, Karangsari 
sebesar Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

84 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Desa Sawangan RT 01 
RW 06, Alian, Kab. 
Kebumen 

Bantuan Alat rebana 
komplit Grup Rebana 
Nasyidaturrohmah Desa 
Sawangan RT 01 RW 06, 
Alian Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

85 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

 Dukuh Kunden RT 02 
RW 03, Desa Ungaran, 
Kutowinangun, Kab. 
Kebumen 

Bantuan seragam Grup 
sholawat-rebana 
Qotrunnada Dukuh 
Kunden RT 02 RW 03, Desa 
Ungaran, Kutowinangun 
Rp 10.000.000 

 Rp        10.000.000  1 paket 

86 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Desa Jeruk Agung, 
Kecamatan Klirong, 
Kabupaten Kebumen, 
Kab. Kebumen 

Bantuan peralatan 
gamelan Karangtaruna 
Desa Jeruk Agung, 
Kecamatan Klirong, 
Kabupaten Kebumen 
Rp50.000.000 

 Rp        50.000.000  1 Paket 

87 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Desa Tambak Agung, 
Kecamatan Klirong, 
Kabupaten Kebumen , 
Kab. Kebumen 

Bantuan peralatan 
gamelan Karangtaruna 
Desa Tambak Agung, 
Kecamatan Klirong, 
Kabupaten Kebumen 
Rp50.000.000 

 Rp        50.000.000  1 Paket 

88 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Desa Klegenrejo, 
Kecamatan Klirong, 
Kabupaten Kebumen, 
Kab. Kebumen 

Bantuan peralatan 
gamelan Karangtaruna 
Desa Klegenrejo, 
Kecamatan Klirong, 
Kabupaten Kebumen 
Rp50.000.000 

 Rp        50.000.000  1 Paket 
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89 Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi 
Budaya 

Desa Ranterejo, 
Kecamatan Klirong, 
Kabupaten Kebumen, 
Kab. Kebumen 

Bantuan peralatan 
gamelan Karangtaruna 
Desa Ranterejo, 
Kecamatan Klirong, 
Kabupaten Kebumen 
Rp50.000.000 

 Rp        50.000.000  1 Paket 

JUMLAH  Rp   2.096.000.000      

*Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id 
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BAB III 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 
 

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 
 

Dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata dan kebudayaan, Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen harus 
mempertimbangkan kebijakan nasional dan provinsi yang relevan 
sebagai acuan dalam perumusan program dan kebijakan daerah. 
Telaah kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program 
yang dilaksanakan di tingkat kabupaten sesuai dengan prioritas 
pemerintah pusat dan provinsi, serta mendukung pencapaian target 
nasional dan internasional seperti Sustainable Development Goals 
(SDGs) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
 
Berikut adalah telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang 
relevan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen: 
 
1. Kebijakan Nasional 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-2024 
Isi Kebijakan: RPJMN 2020-2024 menempatkan sektor 
pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi. Pariwisata diharapkan dapat menjadi 
sumber devisa, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong 
pengembangan infrastruktur daerah. Dalam hal kebudayaan, 
kebijakan nasional juga menekankan pentingnya pelestarian 
warisan budaya dan peningkatan daya saing budaya lokal 
melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. 
 
Telaah Dampak bagi Kebumen: 
Prioritas Pariwisata: Kebijakan ini memberikan peluang besar 
bagi Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan sektor 
pariwisata sebagai salah satu motor penggerak ekonomi lokal, 
terutama dengan potensi wisata alam dan budaya yang ada di 
daerah tersebut, seperti Pantai Menganti, Goa Jatijajar, dan 
situs budaya lainnya. 
Pelestarian Kebudayaan: Terkait kebudayaan, Kebumen perlu 
memperkuat program pelestarian dan pengembangan seni 
budaya lokal agar tetap relevan dan dapat diintegrasikan dengan 
ekonomi kreatif yang tengah didorong secara nasional. 
 

b. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) 
Isi Kebijakan: RIPPARNAS memetakan kawasan-kawasan 
strategis pariwisata nasional yang menjadi prioritas 
pengembangan. Kebijakan ini juga mencakup pengembangan 
destinasi wisata yang berkelanjutan, peningkatan kualitas 
sumber daya manusia di sektor pariwisata, serta optimalisasi 
infrastruktur pendukung pariwisata. 

 
Telaah Dampak bagi Kebumen: 
Pengembangan Destinasi Wisata: Kabupaten Kebumen memiliki 
potensi besar dalam pariwisata, terutama dengan 
keanekaragaman wisata alam, sejarah, dan budaya. Dinas 
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Pariwisata Kebumen perlu menyelaraskan program 
pengembangan destinasi wisata lokal dengan prinsip 
keberlanjutan yang ditetapkan dalam RIPPARNAS, seperti 
pengelolaan lingkungan, pengembangan ekowisata, dan 
peningkatan kualitas layanan wisata. 
Infrastruktur Pariwisata: Pengembangan infrastruktur di wilayah 
pariwisata Kebumen harus didorong, seperti akses jalan, fasilitas 
publik, dan transportasi yang terintegrasi untuk meningkatkan 
daya tarik wisata serta kemudahan bagi wisatawan. 

 
c.  Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 

Isi Kebijakan: Undang-undang ini menekankan pentingnya 
pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, 
pemanfaatan, dan pembinaan terhadap kebudayaan nasional dan 
daerah. Kebijakan ini menggarisbawahi pentingnya pelestarian 
warisan budaya dan tradisi sebagai bagian dari identitas nasional. 
 
Telaah Dampak bagi Kebumen: 
Pelestarian Warisan Budaya: Kabupaten Kebumen yang memiliki 
beragam budaya dan seni tradisional, seperti tari-tarian, batik 
khas, serta tradisi lokal, dapat memanfaatkan kebijakan ini 
untuk mendorong program pelestarian dan revitalisasi budaya 
lokal. 
Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya: Melalui undang-undang ini, 
Kebumen juga memiliki peluang untuk mengembangkan sektor 
ekonomi kreatif yang berbasis budaya lokal, seperti kerajinan 
tangan, seni pertunjukan, dan kuliner tradisional. 
 

d. Program Nasional SDGs (Sustainable Development Goals) 
Isi Kebijakan: SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
mencakup 17 tujuan global, salah satunya adalah mendorong 
pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pelestarian budaya. 
Fokus pada pembangunan yang inklusif, pengentasan 
kemiskinan, dan pelestarian lingkungan sangat relevan dengan 
pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan. 
 
Telaah Dampak bagi Kebumen: 
Pariwisata Berkelanjutan: Kebumen dapat berperan dalam 
pencapaian tujuan SDGs melalui pengembangan pariwisata yang 
berkelanjutan. Dinas Pariwisata perlu memastikan bahwa 
pengembangan wisata tidak merusak lingkungan dan 
berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. 
Pelestarian Kebudayaan: SDGs mendorong pelestarian warisan 
budaya lokal, dan Kebumen dapat memperkuat program-program 
budaya yang mendukung keberlanjutan, serta mendorong 
partisipasi komunitas lokal dalam pelestarian tradisi. 

 
2. Kebijakan Tingkat Provinsi Jawa Tengah 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 
Isi Kebijakan: RPJMD Jawa Tengah menggarisbawahi 
pentingnya sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai salah 
satu pilar pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan provinsi 
ini fokus pada peningkatan daya saing daerah melalui 
pengembangan destinasi wisata unggulan, penguatan industri 
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pariwisata, serta promosi budaya lokal di tingkat nasional dan 
internasional. 
 
Telaah Dampak bagi Kebumen: 
Sinergi dengan Destinasi Wisata Provinsi: Kebumen, sebagai 
bagian dari Jawa Tengah, dapat memanfaatkan RPJMD ini 
dengan menyinergikan pengembangan pariwisata lokal dengan 
program pariwisata unggulan provinsi. Misalnya, Kebumen bisa 
menjadi bagian dari jalur wisata Jawa Tengah yang 
menghubungkan beberapa destinasi utama. 
Penguatan Budaya Lokal: Program pelestarian budaya Jawa 
Tengah sangat relevan untuk Kebumen, terutama dalam 
menjaga dan mengembangkan warisan budaya lokal yang unik 
serta memperkenalkannya ke tingkat yang lebih luas melalui 
festival atau promosi wisata budaya. 

 
b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2012 

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 
(RIPPARDA) 
Isi Kebijakan: RIPPARDA Provinsi Jawa Tengah menekankan 
pentingnya pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan 
berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi. Fokus kebijakan ini 
adalah peningkatan kualitas destinasi wisata, penguatan 
pemasaran pariwisata, serta pengembangan SDM yang terlibat 
dalam sektor ini. 
 
Telaah Dampak bagi Kebumen: 
Peningkatan Kualitas Destinasi: Kabupaten Kebumen perlu 
memanfaatkan RIPPARDA ini untuk meningkatkan kualitas 
destinasi wisata lokal dengan mengembangkan fasilitas 
pendukung, peningkatan keamanan dan kebersihan, serta 
memperkuat branding destinasi wisata unggulan. 
Pengembangan SDM Pariwisata: RIPPARDA juga memberi 
arahan untuk pengembangan SDM di sektor pariwisata. Dinas 
Pariwisata Kebumen perlu bekerja sama dengan pemerintah 
provinsi untuk meningkatkan keterampilan pemandu wisata, 
pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat lokal yang terlibat 
langsung dalam pariwisata. 
 

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN 
KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN 

 
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kebumen merupakan dokumen strategis yang memuat tujuan dan 
sasaran pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan di wilayah 
Kebumen. Renja ini dirancang untuk memberikan arah dan panduan 
bagi upaya pengembangan pariwisata dan kebudayaan yang 
berkelanjutan, dengan memanfaatkan potensi lokal dan 
mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan. Berikut adalah 
tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Kebumen. 
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1. Tujuan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Kebumen 

 Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Kebumen adalah sebagai panduan dalam menyusun 
langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mendukung 
pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten 
Kebumen. Tujuan utama Renja ini mencakup peningkatan 
kualitas destinasi wisata, pelestarian dan pengembangan 
warisan budaya, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis 
budaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. 

 Secara lebih spesifik, tujuan Renja Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut: 

 Meningkatkan daya saing dan kualitas destinasi wisata 
Kabupaten Kebumen: Melalui perbaikan infrastruktur, 
pengembangan layanan wisata, dan promosi pariwisata, 
diharapkan daya tarik wisata Kebumen dapat semakin dikenal 
di tingkat nasional dan internasional. 

 Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal: 
Program ini bertujuan melindungi kekayaan budaya Kabupaten 
Kebumen, seperti tradisi, seni, dan situs sejarah, serta 
mendorong inovasi dalam pemanfaatan kebudayaan untuk 
kegiatan ekonomi kreatif. 

 Memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor 
pariwisata dan kebudayaan: Meningkatkan kompetensi para 
pelaku industri pariwisata, seniman, dan pelaku ekonomi kreatif 
agar dapat berkontribusi lebih baik dalam pembangunan 
daerah. 

 Mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan 
pariwisata: Tujuan ini bertujuan untuk memperkuat keterkaitan 
antara pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya sebagai 
motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan. 

 Meningkatkan promosi dan pemasaran wisata serta produk 
budaya unggulan: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Kebumen berfokus pada peningkatan promosi destinasi wisata 
dan produk budaya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun 
internasional, untuk menarik lebih banyak pengunjung dan 
meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. 

 
2. Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kebumen 

 Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sasaran 
Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 
dirumuskan untuk mencapai target-target operasional dan 
konkret dalam jangka waktu yang lebih singkat. Sasaran ini 
dirancang agar dapat diukur dan dievaluasi secara berkala guna 
memastikan tercapainya tujuan pembangunan sektor pariwisata 
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dan kebudayaan di Kebumen. Berikut adalah sasaran utama 
Renja: 

 Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan: Baik wisatawan 
domestik maupun internasional, melalui peningkatan kualitas 
destinasi wisata, pengembangan paket wisata unggulan, dan 
perluasan promosi. 

 Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor 
pariwisata: Mendorong lebih banyak investasi di bidang 
pariwisata dan kebudayaan, serta optimalisasi sumber-sumber 
pendapatan dari retribusi wisata dan kegiatan budaya. 

 Pemeliharaan dan pelestarian situs budaya dan sejarah: Jumlah 
situs sejarah, seni, dan budaya yang terpelihara dan 
dikembangkan melalui program pelestarian warisan budaya 
lokal. 

 Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terlibat dalam 
pariwisata dan kebudayaan: Dengan mengadakan pelatihan, 
sertifikasi, dan pembinaan terhadap para pelaku ekonomi 
kreatif, sehingga semakin banyak produk kreatif yang bernilai 
jual tinggi. 

 Pengembangan paket-paket wisata terintegrasi: Pengembangan 
program wisata berbasis alam, budaya, dan sejarah yang 
terintegrasi, dengan keterlibatan komunitas lokal dan sektor 
swasta. 

 Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata dan kebudayaan: 
Terwujudnya standar pelayanan minimal yang sesuai dengan 
peraturan nasional untuk pelayanan publik di sektor pariwisata 
dan kebudayaan, seperti informasi wisata, pelayanan 
pengelolaan objek wisata, dan layanan dalam acara budaya. 

 Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pelestarian 
budaya dan pariwisata: Mendorong keterlibatan masyarakat 
lokal dalam menjaga, mengelola, dan mempromosikan budaya 
serta destinasi wisata yang ada di daerah mereka sendiri. 

 
C.,PROGRAM DAN KEGIATAN 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan Rencana Kerja 
Disparbud tahun 2025 mencakup 6 Program, 15 Kegiatan, dan 35 
Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut: 
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Tabel. 3.1  
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Disparbud Kabupaten 

Kebumen Tahun 2025 
 

NO 
URUSAN/ 
PROGRAM 

KEGIATAN SUB-KEGIATAN 

        

      Urusan Bidang Kebudayaan     

1     Program Pengembangan 
Kebudayaan 

    

  1   

Pengelolaan Kebudayaan 
yang Masyarakat Pelakunya 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Kebudayaan yang 
Masyarakat Pelakunya dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

  

    1 
Pelindungan, Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Kebudayaan 

  Pelindungan, Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek Pemajuan 
Kebudayaan 

    2 
Pembinaan Sumber Daya 
Manusia, Lembaga, dan 
Pranata Kebudayaan 

  Pembinaan Sumber Daya Manusia, 
Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 

  2   

Pelestarian Kesenian 
Tradisional yang Masyarakat 
Pelakunya dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pelestarian Kesenian Tradisional 
yang Masyarakat Pelakunya 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 

  

    3 

Pelindungan, Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Tradisi Budaya 

  Pelindungan, Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 
Budaya 

    4 
Pembinaan Sumber Daya 
Manusia, Lembaga, dan 
Pranata Tradisional 

  Pembinaan Sumber Daya Manusia, 
Lembaga, dan Pranata Tradisional 

2     
Program Pelestarian dan 
Pengelolaan Cagar Budaya 

    

  3   
Pengelolaan Cagar Budaya 
Peringkat Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Cagar Budaya 
Peringkat Kabupaten/Kota 

  

    5 
Pelindungan Cagar Budaya   Pelindungan Cagar Budaya 

    6 
Pengembangan Cagar 
Budaya 

  Pengembangan Cagar Budaya 

      URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PARIWISATA 

    

3     PROGRAM PENINGKATAN 
DAYA TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

    

  4   Pengelolaan Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

  

    7 Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pengelolaan Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

  Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Pengelolaan Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

  5   Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

  

    8 Perencanaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

  Perencanaan Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 
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NO 
URUSAN/ 
PROGRAM 

KEGIATAN SUB-KEGIATAN 

    9 Pengadaan/Pemeliharaan/Re
habilitasi 
Sarana dan Prasarana dalam 
Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

  Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilita
si Sarana dan Prasarana dalam 
Pengelolaan Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

    10 Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

  Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Pengelolaan Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

  6   Penetapan Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penetapan Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

    11 Penyediaan Layanan 
Pendaftaran Usaha 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

  Penyediaan Layanan Pendaftaran 
Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 

    12 Pengelolaan Investasi 
Pariwisata 

  Pengelolaan Investasi Pariwisata 

4     PROGRAM PEMASARAN 
PARIWISATA 

    

  7   Pemasaran Pariwisata Dalam 
dan Luar Negeri Daya Tarik, 
Destinasi dan Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Pemasaran Pariwisata Dalam dan 
Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi 
dan Kawasan Strategis Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

  

    13 Fasilitasi Kegiatan 
Pemasaran Pariwisata Baik 
Dalam dan Luar Negeri 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

  Fasilitasi Kegiatan Pemasaran 
Pariwisata Baik Dalam dan Luar 
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 

5     PROGRAM 
PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

    

  8   Pelaksanaan Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Tingkat 
Dasar 

Pelaksanaan Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya Manusia 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Tingkat Dasar 

  

    14 Pengembangan Kompetensi 
SDM 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Tingkat Dasar 

  Pengembangan Kompetensi SDM 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Tingkat Dasar 

            

6     PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

    

  9   Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

  

    15 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

  Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

    16 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

  10   administrasi kepegawaian 
perangkat daerah 

administrasi kepegawaian 
perangkat daerah 

  

    17 Pendidikan dan pelatihan 
pegawai berdasarkan tugas 
dan fungsi 

  Pendidikan dan pelatihan pegawai 
berdasarkan tugas dan fungsi 

  
18 

  
Sosialisasi Peraturan Perundang- 
Undangan 

  11   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  

    19 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

    20 Pelaksanaan Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

  Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

  12   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 
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NO 
URUSAN/ 
PROGRAM 

KEGIATAN SUB-KEGIATAN 

    21 Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

  Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

    22 Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

  Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

    23 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    24 Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
undangan 

  Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

    25 Penyediaan Bahan/Material   Penyediaan Bahan/Material 

    26 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

  13   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

  

    27 Pengadaan Mebel   Pengadaan Mebel 

    28 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

  Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

  14   Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

  

    29 Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

  Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

    30 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

  Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

    31 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

  15   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  

    32 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

    33 Pemeliharaan Mebel   Pemeliharaan Mebel 

    34 Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

    35 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

  Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 
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BAB IV 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN KEBUMEN 
 

Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Kebumen Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan 
pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen 
Tahun 2021-2026. 

Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Kebumen Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah 
dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten 
Kebumen Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan 
dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga 
mengalami beberapa perubahan kembali. Adapun Kerangka Pendanaan Program, 
Kegiatan, Subkegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 
Disparbud Kabupaten Kebumen pada Tabel. 4.1 
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Tabel. 4.1.  

Kerangka Pendanaan Program,Kegiatan,Subkegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Disparbud Kabupaten Kebumen 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1. Catatan Penting 
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kebumen didasarkan pada Rencana Strategis 
(RENSTRA) periode 2021-2026. Dokumen ini berisi program dan 
kegiatan tahun 2025 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 
dalam satu tahun, dengan mempertimbangkan skala prioritas 
kebutuhan serta perkembangan situasi dan kondisi. Khususnya, 
penyusunan ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan 
terjadinya peningkatan pelayanan dan fasilitasi di bidang 
kebudayaan dan kepariwisataan. 

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Kebumen, terdapat beberapa hal penting 
yang perlu mendapat perhatian, baik dalam konteks pelaksanaan 
program maupun terkait ketersediaan anggaran. Catatan-catatan ini 
diharapkan dapat menjadi panduan dalam merencanakan kegiatan 
yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. 
a. Keselarasan dengan Prioritas Daerah 

Bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan selaras 
dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen. 
Program yang diusulkan mendukung visi dan misi pemerintah 
daerah, terutama dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata 
dan kebudayaan sebagai motor penggerak perekonomian lokal. 

b. Penyesuaian dengan Kebijakan Pusat dan Provinsi 
Selain selaras dengan kebijakan daerah, penting juga untuk 
memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat dan provinsi 
yang terkait dengan pariwisata dan kebudayaan. Ini termasuk 
arahan dalam pengembangan destinasi wisata unggulan, 
pelestarian budaya lokal, dan pengembangan ekonomi kreatif. 
Penyesuaian ini akan mempermudah akses ke sumber daya atau 
dukungan tambahan dari pemerintah pusat dan provinsi. 

c. Ketersediaan Anggaran dan Prioritas Pembiayaan 
Anggaran yang tersedia menjadi faktor kunci dalam menentukan 
skala dan prioritas program. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
identifikasi program yang memiliki dampak langsung dan 
signifikan terhadap pengembangan pariwisata dan kebudayaan. 
Program-program yang bersifat strategis dan mendesak sebaiknya 
mendapatkan alokasi anggaran lebih besar. Penting juga untuk 
mengedepankan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran 
agar manfaat yang diperoleh dapat lebih optimal. 

d. Pengembangan Destinasi Wisata Berkelanjutan 
Dalam merencanakan pengembangan destinasi wisata, penting 
untuk memperhatikan aspek keberlanjutan. Hal ini mencakup 
upaya untuk melestarikan lingkungan, meminimalisir dampak 
negatif terhadap alam, serta memberdayakan masyarakat lokal. 
Program-program pengembangan infrastruktur pariwisata harus 

Halaman 16 dari 17Halaman 15 dari 17Halaman 14 dari 17 
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mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan inklusif bagi 
masyarakat sekitar. 

e. Pelestarian dan Promosi Kebudayaan Lokal 
Kebumen memiliki kekayaan budaya lokal yang harus 
dilestarikan dan dipromosikan. Program-program pelestarian 
budaya, seperti revitalisasi seni tradisional, pengembangan 
museum, dan festival kebudayaan, harus menjadi bagian penting 
dalam Renja. Di sisi lain, promosi kebudayaan juga perlu 
ditingkatkan melalui media digital dan kerja sama dengan pihak 
swasta untuk meningkatkan daya tarik budaya lokal kepada 
wisatawan. 

f. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Masyarakat 
Pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan membutuhkan 
dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan 
masyarakat. Penting untuk menciptakan skema kemitraan yang 
saling menguntungkan antara pemerintah, pelaku usaha, dan 
komunitas lokal. Kolaborasi ini dapat meningkatkan investasi di 
sektor pariwisata serta memperkuat keterlibatan masyarakat 
dalam melestarikan kebudayaan. 

g. Evaluasi dan Monitoring Berkala 
Dalam pelaksanaan Renja, evaluasi dan monitoring secara 
berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap 
program berjalan sesuai rencana dan anggaran digunakan 
dengan tepat. Sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel 
akan sangat membantu dalam menilai efektivitas program dan 
melakukan penyesuaian jika diperlukan. 

h. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan 
Kebudayaan 
Aspek pengembangan SDM juga sangat penting dalam 
meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan pariwisata serta 
kebudayaan. Pelatihan-pelatihan bagi para pelaku pariwisata, 
pengrajin, seniman, dan pengelola destinasi harus menjadi 
prioritas. SDM yang berkualitas akan menjadi motor penggerak 
dalam memajukan sektor ini secara berkelanjutan. 

i. Penggunaan Teknologi Informasi dan Promosi Digital 
Di era digital, promosi wisata dan kebudayaan melalui platform 
digital menjadi sangat penting. Dalam Renja, perlu dianggarkan 
pengembangan situs web, aplikasi, serta promosi melalui media 
sosial yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas. 
Pemanfaatan teknologi ini juga dapat digunakan untuk 
memudahkan wisatawan dalam mengakses informasi, melakukan 
reservasi, atau mengikuti tur virtual. 
 
Dengan memperhatikan catatan-catatan penting tersebut, 

diharapkan Renja 2025 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Kebumen dapat tersusun secara komprehensif, efektif, 
dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. 
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5.2. Kaidah - kaidah Pelaksanaan 
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kebumen memerlukan pedoman yang jelas 
agar seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dan mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Kaidah-
kaidah ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan, transparansi, 
dan akuntabilitas dalam perencanaan, sehingga program yang 
dihasilkan mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat 
dan sektor pariwisata serta kebudayaan di Kabupaten Kebumen. 
a. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan 

Semua tahapan penyusunan Renja harus mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional, 
provinsi, maupun daerah. Hal ini mencakup Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Permendagri tentang Pedoman 
Penyusunan RKPD, serta aturan-aturan spesifik terkait sektor 
pariwisata dan kebudayaan. Kepatuhan terhadap aturan ini akan 
memastikan bahwa Renja sejalan dengan visi pembangunan 
jangka panjang daerah dan nasional. 

b. Keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 
Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus 
selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Kebumen dan Rencana Strategis (Renstra) dinas terkait. Setiap 
program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja harus 
mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam 
RPJMD, sehingga perencanaan dapat berjalan secara terintegrasi 
dan sistematis. 

c. Partisipasi dan Kolaborasi 
Proses penyusunan Renja harus melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan, termasuk instansi pemerintah terkait, pelaku 
usaha, organisasi masyarakat, akademisi, serta komunitas lokal. 
Partisipasi aktif dari berbagai pihak akan memastikan bahwa 
program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan nyata di 
lapangan. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan 
masyarakat juga akan mendorong keterlibatan dan komitmen 
bersama dalam implementasi program. 

d. Berbasis Data dan Analisis Kebutuhan 
Renja harus disusun berdasarkan data yang valid dan analisis 
kebutuhan yang komprehensif. Pendataan yang akurat terkait 
potensi pariwisata, seni, budaya, serta tantangan yang dihadapi 
harus dijadikan landasan dalam merumuskan program. 
Penggunaan data yang tepat akan mempermudah pengambilan 
keputusan yang rasional dan realistis serta mencegah pengusulan 
program yang tidak relevan atau tidak sesuai prioritas daerah. 
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e. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas 
Penggunaan anggaran dalam penyusunan Renja harus 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Setiap kegiatan 
yang diusulkan harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat 
diukur dampaknya terhadap pengembangan pariwisata dan 
kebudayaan. Selain itu, program yang diusulkan harus realistis 
sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, serta mampu 
memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas. 

f. Keberlanjutan Program dan Dampak Jangka Panjang 
Setiap program yang direncanakan dalam Renja harus 
memperhatikan keberlanjutan jangka panjang, baik dari segi 
lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Program pengembangan 
destinasi wisata harus mempertimbangkan aspek pelestarian 
alam dan budaya setempat, sementara program kebudayaan 
harus mendukung keberlanjutan nilai-nilai tradisional dan 
peningkatan ekonomi kreatif. Dengan demikian, manfaat yang 
dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara 
berkesinambungan. 

g. Akuntabilitas dan Transparansi 
Kaidah akuntabilitas dan transparansi harus dijunjung tinggi 
dalam seluruh proses penyusunan dan pelaksanaan Renja. 
Laporan anggaran, target program, serta hasil yang dicapai harus 
dipaparkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini 
penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta 
memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan digunakan 
sesuai dengan perencanaan. 

h. Fleksibilitas dan Kemampuan Beradaptasi 
Meskipun perencanaan dilakukan dengan sebaik mungkin, Renja 
harus tetap memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri 
dengan perubahan kondisi lapangan, seperti adanya perubahan 
kebijakan atau situasi ekonomi yang tidak terduga. Kemampuan 
beradaptasi ini penting agar Renja tetap relevan dan dapat 
diimplementasikan secara efektif dalam situasi yang dinamis. 

i. Penguatan Kapasitas SDM dan Teknologi 
Salah satu kaidah penting dalam penyusunan Renja adalah 
memperhatikan penguatan kapasitas sumber daya manusia 
(SDM) serta pemanfaatan teknologi informasi. Program 
pengembangan SDM bagi para pelaku industri pariwisata, 
seniman, dan penggiat budaya harus mendapat porsi yang 
memadai dalam Renja. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam 
promosi dan pengelolaan destinasi wisata harus didorong untuk 
meningkatkan daya saing daerah di era digital. 
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j. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan 
Proses penyusunan Renja harus dilengkapi dengan mekanisme 
monitoring dan evaluasi yang jelas. Setiap program yang 
diusulkan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur 
dan rencana evaluasi yang teratur. Hal ini penting untuk menilai 
efektivitas pelaksanaan program serta melakukan perbaikan dan 
penyesuaian jika diperlukan. 

 
Dengan memperhatikan kaidah-kaidah ini, penyusunan Renja 

Tahun 2025 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 
diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang matang, 
terukur, dan mampu mendorong pengembangan sektor pariwisata 
serta kebudayaan secara optimal, berkelanjutan, dan akuntabel. 

 
5.3. Rencana Tindak Lanjut 

Tindak lanjut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2025 merupakan langkah 
strategis untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang 
direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif, mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak positif bagi 
pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan. Berikut adalah 
ringkasan tindak lanjut yang harus dilakukan: 

 
a. Penetapan Prioritas Program 

Identifikasi Program Prioritas: Menyusun daftar program prioritas 
berdasarkan hasil analisis kebutuhan, potensi daerah, dan 
ketersediaan anggaran. Program yang menjadi prioritas harus 
fokus pada pengembangan destinasi unggulan, pelestarian 
budaya, dan promosi wisata. 
Pengalokasian Anggaran: Mengalokasikan anggaran sesuai 
dengan prioritas program, memastikan bahwa dana yang tersedia 
digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak terbesar. 

b. Koordinasi dan Kolaborasi 
Koordinasi Internal: Memastikan adanya koordinasi yang baik di 
dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta dengan instansi 
terkait untuk mendukung pelaksanaan program. 
Kemitraan Eksternal: Membangun kemitraan dengan sektor 
swasta, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk 
mendapatkan dukungan tambahan dan meningkatkan efektivitas 
program. 

c. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas 
Pembangunan dan Perbaikan: Melakukan pembangunan atau 
perbaikan infrastruktur wisata dan fasilitas kebudayaan yang 
diperlukan, termasuk peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan 
bagi pengunjung. 
Penerapan Standar: Mengimplementasikan standar kualitas dan 
keamanan untuk meningkatkan daya tarik destinasi dan 
memberikan pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan. 
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d. Pelestarian dan Pengembangan Budaya 
Revitalisasi Seni dan Budaya: Mengembangkan program-program 
yang mendukung pelestarian seni tradisional, kerajinan lokal, dan 
nilai-nilai budaya masyarakat. 
Penyuluhan dan Edukasi: Melaksanakan kegiatan penyuluhan 
dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian 
budaya serta melibatkan mereka dalam kegiatan budaya. 

e. Promosi dan Pemasaran 
Strategi Promosi: Mengembangkan dan melaksanakan strategi 
promosi yang efektif, termasuk penggunaan media digital, sosial 
media, dan kerjasama dengan agen perjalanan untuk 
meningkatkan visibilitas destinasi. 
Event dan Festival: Menyelenggarakan event dan festival budaya 
untuk menarik wisatawan dan meningkatkan kesadaran tentang 
kekayaan budaya daerah. 

f. Pengembangan SDM 
Pelatihan dan Pengembangan: Menyediakan pelatihan dan 
pengembangan kapasitas bagi SDM di sektor pariwisata dan 
kebudayaan, termasuk pelatihan keterampilan manajerial, 
pelayanan wisata, dan pengelolaan event. 
Peningkatan Kualitas: Fokus pada peningkatan kualitas layanan 
dan profesionalisme SDM agar dapat bersaing di tingkat nasional 
dan internasional. 

g. Monitoring dan Evaluasi 
Penetapan Indikator Kinerja: Menyusun indikator kinerja untuk 
memantau dan mengevaluasi hasil dari setiap program yang 
dilaksanakan. 
Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala untuk menilai 
pencapaian target, mengidentifikasi masalah, dan melakukan 
penyesuaian yang diperlukan agar program dapat berjalan 
dengan baik. 

h. Pelaporan dan Transparansi 
Laporan Kinerja: Menyusun laporan kinerja yang jelas dan 
terperinci mengenai pelaksanaan program, penggunaan anggaran, 
dan hasil yang dicapai. 
Transparansi: Menjaga transparansi dalam proses pelaksanaan 
dan pengelolaan anggaran untuk memastikan akuntabilitas dan 
kepercayaan publik. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 62 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon/Fax (0287) 385662, Laman https://disparbud.kebumenkab.go.id/

Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

Kebumen, 13 Februari 2024

Nomor : 073.4 / 140
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Forum OPD Disparbud

Yth
.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Kamis/15 Februari 2024

waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai

tempat : Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Kebumen

acara : Forum Perangkat Daerah Disparbud Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dalam rangka
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

keterangan : Materi dapat diakses melalui : https://bit.ly/Materi_ForumPD_Disparbud2024

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen

Dra. MM Sri Kuntarti, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196807201988032006
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TUJUAN SURAT

No. Tujuan

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen

2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen

3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

13. Camat Alian

14. Camat Ayah

15. Camat Buayan

16. Camat Karangsambung

17. Camat Padureso

18. Camat Petanahan

19. Camat Puring

20. Camat Sempor

21. Ketua DPRD Komisi C

22. LSM FORMASI Kabupaten Kebumen

23. Ketua PEPADI Kabupaten Kebumen

24. Ketua DKD Kabupaten Kebumen

25. Ketua Permadani Kabupaten Kebumen

26. Ketua Pokdarwis Kabupaten Kebumen

27. Ketua PHRI Kabupaten Kebumen

28. Ketua ASPERWI Kabupaten Kebumen

29. Rektor Universitas Putra Bangsa Kebumen

30. Ketua Komite Ekraf Kabupaten Kebumen

31. Badan Pengelola Geopark Kebumen
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32. Ketua Youth Forum Geopark Kebumen

33. Ketua Forum Anak Kabupaten Kebumen

34. Para Pimpinan Pengelola Obyek Wisata Kebupaten Kebumen

35. Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Logending

36. Badan Penyelamat Wisata Tirta Kabupaten Kebumen

37. .......................................................................................................
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